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TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM

ADIWIYATA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN
KAMPAR

ABSTRAK

M. RIZKI ZASMA

Lembaga pendidikan sangat berperan dalam menumbuhkan kepedulian peserta
didik terhadap lingkungan. Oleh karena itu, program Adiwiyata harus dilaksanakan
dengan baik. Namun, di Kabupaten Kampar sekolah setingkat SMP masih rendah
minatnya untuk mewujudkan sekolah berbasis lingkungan atau sekolah adiwiyata jika
dibandingkan dengan jumlah sekolah tingkat SMP yang tersebar di Kabupaten Kampar.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar. Metode penelitian
ini adalah survey deskriftif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 14 orang dengan
teknik penarikan sampel secara sensus, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. Sampel
terpilih kemudian ditetapkan menjadi responden. Teknik pengumpulan yang digunakan
adalah kuisioner, wawancara dan dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian
menunjukan bahwa implementasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun
2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah
Pertama di Kabupaten Kampar kurang terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari hasil
rekapitulasi tanggapan dari responden tentang implementasi kebijakan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar dari sub indikator
komuniasi dalam kategori pengukuran kurang terlaksana, sumber daya dalam kategori
pengukuran kurang terlaksana, disposisi dalam kateri kurang terlaksana dan struktur
birokrasi juga dalam kategori kurang terlaksana. Saran yang dikemukan dalam penelitian
ini adalah: bagi dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, dengan adanya penelitian ini
diharapkan mampu mengevaluasi pelaksanaan program Adiwiyata agar di masa
mendatang pelaksanaan program Adiwiyata ini dapat berjalan lebih baik dan kepada
pihak sekolah agar terus bekerja sama karena memiliki peranan yang sangat penting
mencapai keberhasilan program-program program adiwiyata.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Program Adiwiyata.



IMPLEMENTATION OF THE MINISTER OF ENVIRONMENT POLICY
NUMBER 05 YEAR 2013 GUIDANCE ADIWIYATA FIRST LEVEL

SECONDARY SCHOOLS IN THE DISTRICT KAMPAR

ABSTRACT

M. RIZKI ZASMA

Educational institutions play an important role in fostering students'
concern for the environment. Therefore, the Adiwiyata program must be
implemented properly. However, in Kampar District, junior-level schools were
still low in their interest in realizing environment-based or adiwiyata schools
compared to the number of junior-level schools spread in Kampar District. The
purpose of this study was to determine the implementation of the Minister of
Environment's policy No. 05 of 2013 concerning Guidelines for the
Implementation of Adiwiyata Junior High School Level Programs in Kampar
District. Met o de of this research is survey descriptive. The population in this
study amounted to 14 people with census sampling techniques, namely the entire
population was sampled. The selected sample is then assigned to be the
respondent. The collection techniques used are questionnaire, interview and
documentation and observation. The results showed that the implementation of
the Minister of Environment's policy number 05 of 2013 concerning the
Implementation Guidelines for the Adiwiyata Junior High School Level Program
in Kampar District was less implemented. This can be seen from the
recapitulation of responses from respondents regarding the implementation of the
Minister of Environment's policy number 05 of 2013 concerning the
Implementation Guidelines for the Adiwiyata Junior High School Level Program
in Kampar District, from the sub-indicators of communication in the measurement
category that was not implemented, the resources in the measurement category
were not implemented, disposition in the material is less implemented and the
bureaucratic structure is also in the less implemented category. Suggestions
raised in this study are: for the Kampar District Education Office, the existence of
this research is expected to be able to evaluate the implementation of the
Adiwiyata program so that in the future the implementation of the Adiwiyata
program can run better and to the schools to continue to work together because it
has a very important role achieve success adiwiyata programs.

Keywords: Implementation, Policy, Adiwiyata Program.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Di Indonesia, dalam upaya mempercepat pengembangan Pendidikan

Lingkungan Hidup khususnya jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan

dasar dan menengah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian

Pendidikan telah mencanangkan Program Adiwiyata, dengan tujuan mendorong

dan membentuk sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan yang mampu

berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan

berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang.

Adiwiyata mempunyai pengertian atau makna sebagai tempat yang baik dan ideal

di mana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika

yang dapat menjadi hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan

berkelanjutan dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan.

Dasar hukum penyelenggaraan program Adiwiyata ini adalah Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan

Program Adiwiyata, dan mengalami perubahan (Revisi) menjadi Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Program Adiwiyata.

Program Adiwiyata dilaksanakan guna mewujudkan warga sekolah yang

bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan
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berkelanjutan. Kegiatan yang dilakukan misalnya pengolahan limbah, pramuka

Saka Taruna Bumi, penanggulangan banjir, kantin dan sekolah sehat dan

sebagainya. Dengan melaksanakan program Adiwiyata akan menciptakan warga

sekolah, khususnya peserta didik yang peduli dan berbudaya lingkungan,

sekaligus mendukung dan mewujudkan sumberdaya manusia yang memiliki

karakter bangsa terhadap perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungannya

dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di daerah. Pelaksanaan Program

Adiwiyata diletakkan pada dua prinsip dasar berikut ini:

1. Partisipatif: Komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang

meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai

tanggung jawab dan peran.

2. Berkelanjutan: Seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus

menerus secara komprehensif.

Melalui program Adiwiyata diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat

dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat dan menghindari dampak

lingkungan yang negatif. Program Adiwiyata dikembangkan berdasarkan norma-

norma dalam perikehidupan yang antara lain meliputi: kebersamaan, keterbukaan,

kesetaraan, kejujuran, keadilan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan

sumber daya alam. Sangat banyak manfaat yang diperoleh sekolah maupun warga

sekolah dengan mengikuti program Adiwiyata. Setidaknya ada 5 manfaat

mengikuti Program Adiwiyata, yaitu:

1. Mendukung percepatan pencapaian 8 isi, proses, kompetensi lulusan,

pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan
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pembiayaan, dan penilaian) sebagaimana diatur dalam PP No. 19 tahun

2006 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional

Pendidikan (standar

2. Meningkatkan efisiensi penggunaan dana operasional sekolah melalui

penghematan dan pengurangan konsumsi dari berbagai sumber daya

dan energi.

3. Menciptakan kebersamaan warga sekolah dan kondisi belajar mengajar

yang lebih nyaman dan kondusif.

4. Menjadi tempat pembelajaran tentang nilai-nilai pemeliharaan dan

pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar bagi warga sekolah

dan masyarakat sekitar.

5. Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

meIalui kegiatan pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan

dan pelestarian fungsi lingkungan di sekolah.

Adiwiyata merupakan sebuah penghargaan bagi sekolah yang telah

menerapkan pendidikan lingkungan hidup. Penghargaan Adiwiyata diberikan

sebagai bentuk apresiasi kepada sekolah yang mampu melaksanakan upaya

peningkatan pendidikan lingkungan hidup secara benar, sesuai dengan kriteria

yang telah ditetapkan. Menurut lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Program Adiwiyata, menyebutkan beberapa aspek yang dijadikan indikator untuk

mewujudkan sekolah Adiwiyata, yaitu:

1) Kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan, memiliki standar:
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a) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memuat upaya
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

b) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) memuat
program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.

2) Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan, memiliki standar:
a) Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan

kegiatan pembelajaran lingkungan hidup;
b) Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3) Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif memiliki standar:

a) Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup yang terencana bagi warga sekolah;

b) Menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dengan berbagai pihak, antara lain masyarakat,
pemerintah, swasta, media, dan sekolah lain.

4) Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan memiliki standar:
a) Ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan;
b) Peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana yang ramah

lingkungan di sekolah.

Pelaksana program Adiwiyata terdiri dari tim nasional, propinsi,

kabupaten/kota juga di sekolah. Unsur dan peran masing-masing tim seperti

tercantum dibawah ini;

1. Tim Nasional
Terdiri dari berbagai unsur sebagai berikut: Kementerian Lingkungan
Hidup (Koordinator), Kementerian pendidikan Nasional, Kementerian
Dalam Negeri, Kementerian Agama, LSM pendidikan lingkungan,
perguruan tinggi, media serta swasta. Tim tingkat Nasional ditetapkan
melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup.
Peran dan tugas pokok dari tim nasional adalah sebagai berikut;
a. Mengembangkan kebijakan, program, panduan, materi pembinaan dan

instrumen observasi
b. Melakukan Koordinasi dengan Pusat Pengeloaan Ekoregion (PPE) dan

Propinsi
c. Melakukan Sosialisasi program dengan Propinsi
d. Melakukan Bimbingan teknis kepada Tim Propinsi dalam rangka

pembinaan sekolah
e. Menetapkan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat nasional
f. Melakukan Evaluasi dan pelaporan keterlaksanaan program Adiwiyata

kepada Menteri lingkungan Hidup tembusan kepada Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan
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2. Tim Propinsi
Terdiri dari berbagai unsur sebagai berikut : Badan Lingkungan Hidup
Propinsi (koordinator), Dinas Pendidikan, Kanwil Agama,  LSM
pendidikan lingkungan, media massa, perguruan tinggi serta swasta, Tim
propinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur.
Peran dan tugas pokok dari tim provinsi adalah sebagai berikut;
a. Mengembangkan program Adiwiyata tingkat Propinsi
b. Koordinasi dengan kabupaten/kota
c. Melakukan Sosialisasi program ke kabupaten/kota
d. Bimbingan teknis kepada kabupaten/kota dalam rangka pembinaan

sekolah
e. Membuat Pilot project untuk 4 satuan pendidikan  yang berbeda (SD,

SMP, SMA, SMK) setiap propinsi
f. Menetapkan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat Propinsi
g. Melakukan Evaluasi dan pelaporan keterlaksanaan program Adiwiyata

kepada Gubernur tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup
3. Tim Kabupaten/Kota :

Terdiri dari berbagai unsur sebagai berikut: Badan Lingkungan
Kabupaten/Kota (koordinator), Dinas pendidikan, Kantor agama, LSM
pendidikan lingkungan, media, perguruan tinggi, swasta, sekolah
Adiwiyata mandiri. Tim kabupaten ditetapkan melalui Surat Keputusan
Bupati/Walikota.
Peran dan tugas pokok dari tim kabupaten/kota adalah sebagai berikut;
a. Mengembangkan/ Melaksanakan program Adiwiyata tingkat

Kabupaten/Kota
b. Sosialisasi program adiwiyata kepada sekolah
c. Bimbingan teknis kepada sekolah
d. Membuat Pilot project untuk 4 satuan pendidikan  yang berbeda (SD,

SMP, SMA, SMK) setiap Kabupaten/Kota
e. Menetapkan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat Kabupaten/ Kota
f. Melakukan Evaluasi dan pelaporan keterlaksanaan program Adiwiyata

kepada Bupati/Walikota tembusan kepada Badan Lingkungan Hidup
Propinsi .

4. Tim Sekolah
Terdiri dari berbagai unsur sebagai berikut : guru, siswa dan  komite
sekolah. Tim sekolah di tetapkan melalui SK Kepala Sekolah.
Peran dan tugas pokok dari tim sekolah adalah sebagai berikut ;
a. Mengkaji kondisi lingkungan hidup sekolah, kebijakan sekolah,

kurikulum sekolah, kegiatan sekolah, dan sarana prasarana
b. Membuat rencana kerja dan mengalokasikan anggaran sekolah

berdasarkan hasil kajian tersebut di atas, dan disesuaikan dengan
komponen, standar, dan implementasi adiwiyata

c. Melaksanakan rencana kerja sekolah
d. Melakukan pemantauan dan evaluasi.
e. Menyampaikan laporan kepada Kepala Sekolah tembusan Badan

Lingkungan hidup Kabupatan/Kota dan Instansi terkait.



6

Mekanisme pelaksanaan program sekolah adiwiyata tingkat

Kabupaten/Kota dalam bentuk flow chart berikut ini:

Bagan 1.1 Flow chart Mekanisme Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat
Kabupaten/Kota

Sumber : Buku panduan Sekolah Adiwiyata.

Pemebentukan Tim Adiwiyata Tingkat Kabupaten/ Kota

Pembinaan

Pengembangan dan melaksanakan program Adiwiyata di
Kabupaten/ Kota

Sosialisasi  Program Adiwiyata  di Kabupaten/
Kota (Sekolah)

Pelaksanaan Pembinaan Sekolah yang
menyelenggarakan program Adiwiyata  di

Kabupaten/ Kota

Evaluasi
keberhasilan
Adiwiyata

Penetapan Penghargaan sekolah Adiwiyata
Tingkat Kabupaten/ Kota

Tidak terpilih
Adiwiyata

Terpilih  Adiwiyata

Pemberian
Penghargaan

Adiwiyata tingkat
Kabupaten/ Kota

Pelaksanaan evaluasi hasil pembinaan dan usulan
sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten/ Kota
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Anggaran merupakan hal terpenting dalam pelaksanaan kebijakan apabila

suatu kebijakan dirancang dengan baik namun dana yang tersedia tidak

mencukupi untuk pelaksanaan, maka akan sulit untuk mencapai tujuan dari

kebijakan tersebut dengan maksimal. Untuk melaksanakan kebijakan sekolah

yang berwawasan lingkungan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 alokasi dana dianggarkan sebanyak 20

% dari total anggaran sekolah.

Dalam penyelenggaraan Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Kampar

dibentuk Tim Penilai dan Tim Pembina serta Tim Teknis. Berikut adalah Tim

Penilai dan Tim Pembina serta Tim Teknis sekolah Adiwiyata di Kabupaten

Kampar.

Tabel 1.1 Tim Penilai Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Kampar.

No Keterangan Instansi/Jabatan Jumlah

1 Penanggung jawab Kepala BLH Kab. Kampar 1 orang
2 Pembina Sekretaris BLH Kab. Kampar 1 orang
3 Ketua Kabid. PK-PL BLH Kab.

Kampar
1 orang

4 Sekretaris Kasubbid. Pengendalian
Kerusakan BLH Kota Pekanbaru

1 orang

5 Anggota Staf BLH Kab. Kampar 5 orang
Sumber: BLH Kabupaten Kampar

Adapun peran dan tugas pokok dari Tim Penilai sekolah Adiwiyata adalah

sebagai berikut :

1. Melaksanakan penilaian administrasi dan verifikasi ke sekolah- sekolah calon

sekolah adiwiyata Kabupaten Kampar.

2. Membuat laporan hasil penilaian yang menjadi dasar pengajuan penerima

anugerah Adiwiyata tingkat Kabupaten Kampar dan usulan calon sekolah
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Adiwiyata Tingkat Provinsi Riau.

Tabel 1.2 Tim Pembina Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Kampar.

No Keterangan Instansi/Jabatan Jumlah

1 Ketua Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kab. Kampar

1 orang

2 Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan Kab.
Kampar

1 orang

3 Anggota Staf BLH dan Dinas Pendidikan 3 orang
Sumber: BLH Kabupaten Kampar

Adapun peran dan tugas pokok dari Tim Pembina sekolah Adiwiyata

adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan/melaksanakan Program Adiwiyata.

2. Melakukan sosialisasi program Adiwiyata terhadap semua tingkatan SD/MI,

SMP/MTS, SMA/MA dan SMK.

3. Melakukan bimbingan teknis terhadap sekolah binaan Adiwiyata.

Tabel 1.3 Tim Teknis Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Kampar.

No Keterangan Instansi/Jabatan Jumlah

1 Ketua Kabid Pengendalian Kerusakan dan
Pemulihan Lingkungan

1 orang

2 Sekretaris Kasubbid Pemulihan Lingkungan 1 orang
3 Anggota Staf BLH 2 orang

Sumber: BLH Kabupaten Kampar.

Adapun peran dan tugas pokok dari Tim Teknis sekolah Adiwiyata adalah

sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan kepada calon sekolah Adiwiyata Kabupaten Kampar

sesuai dengan Petunjuk Teknis pelaksanaan Sekolah Adiwiyata dari

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
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2. Melakukan evaluasi, monitoring perkembangan Adiwiyata Kabupaten

kampar.

3. Memfasilitasi forum Sekolah Adiwiyata Kabupaten Kampar.

Berikut adalah jumlah SMP/MTs di Kabupaten Kampar berdasarkan

Kecamatan.

Tabel 1.4 Jumlah Sekolah Tingkat SMP di Kabupaten Kampar Berdasarkan
Kecamatan

No Kecamatan
Jumlah

Negeri Sawsta
1 Kampar Kiri 3 1
2 Kampar Kiri Hulu 8 -
3 Kampar Kiri Hilir 4 1
4 Kampar Kiri Tengah 4 -
5 Gunung Sahilan 3 -
6 IIIX Koto Kampar 3 -
7 Koto Kampar Hulu 3 2
8 Kuok 3 1
9 Salo 2 -
10 Tapung 10 4
11 Tapung Hulu 7 3
12 Tapung Hilir 6 1
13 Bangkinag 2 2
14 Bangkinang Seberang 3 2
15 Kampar 5 -
16 Kampar Timur 2 1
17 Rumbio Jaya 4 -
18 Kampar Utara 2 -
19 Tambang 7 2
20 Siak Hulu 6 3
21 Perhentian Raja 2 -

Jumlah 89 23
Sumber: BPS Kabupten Kampar.

Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa jumlah sekolah setingkat SMP

di Kabupaten Kampar yang berstatus negeri adalah sebanyak 89 dan yang

berstatus swasta adalah sebanyak 23 sekolah.
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Berikut adalah data rekapitulasi sekolah setingkat SMP yang sukses

mengembangkan program pendidikan berbasis lingkungan atau dikenal dengan

sebutan sekolah berbasis Adiwiyata di Kabupaten Kampar.

Tabel 1.5 Sekolah Setingkat SMP Penerima Penghargaan Adiwiyata di Kabupaten
Kampar.

No Sekolah Alamat Jenis Penghargaan

1 SMPN 1 Bangkinang Jl. Olahraga. Bangkinang Adiwiyata Nasional
2 SMPN 1 Siak Hulu Kubang Jaya Kecamatan

Siak Hulu
Adiwiyata Kabupaten

3 SMPN 1 Kuok Kecamatan Kuok Adiwiyata Provinsi
4 SMPN 1 Kampar Kiri

Tengah
Bina Baru Kec. Kampar
Kiri Tengah

Adiwiyata Nasional

5 MTsN Model Kuok Kecamatan Kuok Adiwiyata Nasional
6 MTsN Kampar Kecamatan

Kampar Timur
Adiwiyata Kabupaten

Sumber: BLH Kabupaten Kampar

Dari Tabel diatas dapat dilihat sekolah setingkat SMP di Kabupaten

Kampar yang berhasil meraih penghargaan adiwiyata adalah sebanyak 6 sekolah,

yaitu adiwiyata Kabupaten sebanyak 2 sekolah, adiwiyata provinsi sebanyak 1

sekolah dan adiwiyata nasional sebanyak 3 sekolah. Dengan demikian sekolah

setingkat SMP di Kabupaten Kampar masih rendah minatnya untuk mewujudkan

sekolah berbasis lingkungan atau sekolah adiwiyata jika dibandingkan dengan

jumlah sekolah tingkat SMP yang tersebar di Kabupaten Kampar.

Berdasarkan hasil observasi penulis, dalam implementasi kebijakan

sekolah berbasis lingkungan melalui program Adiwiyata di Kabupaten Kampar

terdapat fenomena. Fenomena tersebut antara lain:

1. Sosialisasi program adiwiyata belum menjangkau seluruh sekolah, sehingga

sebagian warga sekolah kurang mengenal maksud dan tujuan program

Adiwiyata. Sehingga sekolah setingkat SMP di Kabupaten Kampar masih
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rendah minatnya untuk mewujudkan sekolah berbasis lingkungan atau

sekolah adiwiyata jika dibandingkan dengan jumlah sekolah tingkat SMP

yang tersebar di Kabupaten Kampar

2. Anggaran 20 % dari total anggaran sekolah yang digunakan untuk

pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di

Kabupaten Kampar belum mencukupi.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Menteri Lingkungan

Hidup Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program

Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian fenomena di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan

penelitian yaitu: Bagaimanakah implementasi kebijakan Menteri Lingkungan

Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata

Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.  Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui implementasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05

Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah

Menengah Pertama di Kabupaten Kampar.
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2. Kegunaan Penelitian

A. Kegunaan Teoritis

1. Sebagai bahan kajian studi banding antara pengetahuan yang sifatnya

teoritis dengan kenyataan  yang ada dilapangan.

2. Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan

penulis tentang implementasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup

Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program

Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten

Kampar.

B. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang

implementasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05

Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata

Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar.

2. Bagi aktifitas akademika, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai

reverensi dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan

melakukan penelitian yang akan datang.

3. Menjadi tambahan ilmu bagi pihak-phak yang membutuhkan,

terutama untuk peneliti sendiri.
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BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studii Kepustakaan

1.i Konsepi Pemerintahan

Pemerintahani berasali darii katai “pemerintah”i yangi mendapatkani

akhiran-ani terdapati kecendrungani perbedaan.i Katai pemerintahi menunjuki

kepadai individu-individui ataui jawatani ataui alat-alati perlengkapani negara,i

sedangkani pemerintahani adalahi perbuatani ataui cara-carai ataui rumusani

memerintah,i misalnyai pemerintahani yangi adil,i pemerintahani demokratis,i

pemerintahani diktatori dani laini sebagainya,i (dalami Tandjung,i 2003:i 4).

Menuruti Sedarmayantii (2004;9),i pemerintahi yangi baiki dapati dikatakani

sebagaii pemerintahi yangi menghormatii kedaulatani rakyat,i yangi memilikii tugasi

pokoki yangi mencakupi :

1. Melindungii segenapi bangsai Indonesiai dani seluruhi tumpahi darahi

Indonesia

2. Memajukani kesejahteraani umum

3. Mencerdaskani kehidupani bangsa

4. Melaksanakani ketertibani umum,i perdamaiani abadii dani keadilani sosial.

Secarai umumi tugas-tugasi pokoki pemerintahani menuruti Rasyidi

(2000:13)i antarai lain:

1. Menjamini keamanani Negarai darii segalai kemungkinani serangani darii

luari dani menjagai agari tidaki terjadii pemberontakani didalami yangi

13
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dapati menggulingkani pemerintahani yangi sahi melaluii cara-carai

kekerasan.

2. Memiliharai ketertibani dengani mencegahi terjadinyai keributani

diantarai wargai masyarakat,i menjamini agari perubahani aparaturi yangi

terjadii didalami masyarakati dapati berlangsungi secarai damai.

3. Peraturani yangi adili kepadai setiapi wargai masyarakati tanpai

membedakani statusi apapuni yangi melatarbelakangii keberadaani

mereka.

4. Melakukani pelayanani umumi dengani memberikani pelayanani dalami

bidang-bidangi yangi tidaki mungkini dikerjakani olehi lembagai noni

pemerintah

5. Melakukani upaya-upayai untuki meningkatkani kesejahteraani sosial.

6. Menerapkani kebijakani ekonomii yangi menguntungkani masyarakati

luas.

7. Menerapkani kebijakani untuki pemiliharaani sumberi dayai alami dani

lingkungani hidup.

Strongi dalami Syafiiei (2005:22)i mengemukakani pemerintahani dalami

artii luasi mempunyaii kewenangani untuki memeliharai kedamaiani dani keamanani

Negara,i kei dalami dani luar.i Olehi karenai itu,i pertama,i harusi mempunyaii

kekuatani militer,i ataui kemampuani untuki mengendalikani angkatani perang,i yangi

kedua,i harusi mempunyaii kekuatani legislativei ataui dalami artii pembuatani

undang-undang,i yangi ketiga,i harusi mempunyaii kekuatani financiali ataui

kemampuani untuki mencukupii keuangani massyarakati dalami rangkai membiayaii
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ongkosi keberadaani Negarai dalami menyelenggarakani peraturan,i hali tersebuti

dalami rangkai penyelenggaraani kepentingani Negara.i Pemerintahi dalami artii

sempiti adalahi eksekutifi yangi melaksanakani fungsii menjalankani undang-

undang,i yaitui sekelompoki orangi yangi diberii tugasi untuki merencanakan,i

mengumpulkan,i menyusun,i mengorganisasi,i menggerakkan,i dani mengarahkani

segenapi upayai masyarakat/penduduki suatui Negarai dalami rangkai mencapaii

tujuani Negarai yangi telahi ditetapkan.

Sebagaimanai kitai ketahuii bersama,i dalami studii ilmui politiki gejalai

pemerintahani merupakani bagiani yangi taki terpisahkani darii pusarani kekuasaan.i

Bahkani menuruti Kuperi (2000:i 418),i istilahi governmenti (pemerintahan)i dani

segalai bentuki implikasinyai merupakani jantungi darii studii ilmui politik.i

Demikiani salahi satui alasani mengapai ilmui pemerintahani padai umumnyai suliti

melepaskani dirii darii bayang-bayangi ilmui politiki (Ndraha,i 2005:7).

Menuruti Kuperi (2000:417),i pemerintahi lebihi mengacui padai prosesi

pengelolaani politik,i gayai ataui modeli pengurusani masalah-masalahi umumi sertai

pengelolaani sumberi dayai umum.i Dalami konteksi itu,i menurutui Robinsoni

setidaknyai terdapati 3i nilaii pentingi yangi menjadii sentrumi dalami pembicaraani

pemerintahan,i yaitu;i akuntavilitas,i legitimasi,i dani transparansi.i Akuntabilitasi

berkaitani dengani seberapai besari efektivitasi pengaruhi darii merekai yangi

diperintahi terhadapi orangi yangi memerintah.i Ataui dalami bahasai sederhanai

adalahi seberapai besari tingkati kepercayaani (trust)i masyarakati terhadapi

pemerintahnya.i Legitimasii menunjukkani padai haki negarai untuki menjalankani

kekuasaani terhadapi wargai negaranyai sertai seberapai jauhi kekuasaani tersebuti
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dipandangi sahi untuki diterapkan.i Hali inii berkaitani dengani seberapai wajari dani

pantasi kekuasaani pemerintahi patuti dilakukan,i mengingati pemerintahi adalahi

produki dani representasii darii masyarakati itui sendiri.i Transparansii berhubungani

dengani seberapai terbukai negarai dalami menciptakani mekanismei untuki

menjamini aksesi umumi dalami pengambilani keputusan.i Inii berkaitani dengani

seberapai besari keterlibatani masyarakati dalami prosesi pengambilani keputusani

yangi meyakinkani merekai sebagaii bagiani darii semuai konsekuensii yangi akani

terjadii (Labolo,i 2010,20).

2.i Pemerintahani Daerah

Dalami pasali 18i Undang-Undangi Dasari 1945i dikatakani

bahwa”Pembagiani daerahi Indonesiai atasi daerahi besari dani kecil,i dengani bentuki

susunani pemerintahannyai ditetapkani dengani Undang-Undang,i dengani

memandangi dani mengingati dasari permusyawaratani dalami systemi pemerintahani

Negarai dani hak-haki asali usuli dalami daerah-daerahi yangi bersifati istimewa”.

Penjelasani Pasali 18,i Babi VIi Undang-Undangi 1945i menerangkani bahwai

karenai Negarai Indonesiai itui adalahi suatui Negarai kesatuan,i Indonesiai tidaki

akani mempunyaii daerahi didalami lingkungannyai yangi jugai berbentuki Negara.i

Daerahi Indonesiai dibagii menjadii daerahi provinsii dani daerahi provinsii dibagii

pulai menjadii daerahi yangi lebihi kecil.i Daerah-daerahi itui bersifati otonomi ataui

bersifati administratifi belaka.i Semuanyai menuruti aturani yangi akani ditetapkani

dengani Undang-Undang.i Dii daerah-daerahi yangi bersifati otonomi diadakani

badani perwakilani daerahi karenai didaerahpuni pemerintahani akani bersendikani

dasari permusyawaratan.i Padai pasali 18i Undang-Undangi 1945i dijelaskani bahwai
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wilayahi Indonesiai dibagii menjadii sejumlahi daerahi besari dani kecili yangi

bersifati otonom,i yaitui daerahi yangi bolehi mngurusi rumahi tangganyai sendirii

dani daerahi administrasi,i yaitui daerahi yangi tidaki bolehi berdirii sendiri.i Selaini

itu,i diaturi jugai pokok-pokoki penyelenggaraani urusani pemerintahani berdasarkani

asasi desentraslisasi,i dekonsentrasi,i dani tugasi pembantuan.

Asasi desentralisasii adalahi yangi menyatakani penyerahani sejumlahi

urusani pemerintahani darii pemerintahi pusati ataui darii pemerintahi daerahi tingkati

yangi lebihi tinggii kepadai pemerintahi daerahi tingkati yangi lebihi rendahi sehinggai

menjadii urusani rumahi tanggai daerahi itu.i Asasi dekosentrasii adalahi asasi yangi

menyatakani pelimpahani wewenangi darii pemerintahi pusat,i kepalai wilayah,i ataui

kepalai instansii verticali tingkati yangi lebihi tinggii kepadai pejabat-pejabatnyai dii

daerah.i Asasi tugasi pembantuani adalahi asasi yangi menyaakani tugasi sertai dalami

pelaksanaani urusani pemerintahi yangi ditugaskani kepadai pemerintahi daerahi

dengani kewajibani mempertanggugjawabkannyai kepadai yangi memberii tugas.

Dalami rangkai melancarkani pelaksanaani pembangunani yangi tersebari dii

seluruhi pelosoki Negarai dani dalami rangkai membinai kesatuani bangsa,i makai

hubungani yangi serasii antarai pemerintahi pusati dani pemerintahi daerahi

dikembangkani atasi dasari keuthani Negarai kesatuani dani diarahkani padai

pelaksanaani otonomii daerahi secarai nyata,i dinamis,i dani bertanggungi jawabi

yangi dapati menjamini perkembangani dani pembangunani daerah.

Menuruti Undang-undangi Nomori 23i Tahuni 2014i Tentangi Pemerintahani

Daerah,i Pasali 1ayati 3i mengatakani bahwai Pemerintahani Daerahi adalahi kepalai
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daerahi sebagaii unsuri penyelenggarai Pemerintahani Daerahi yangi memimpini

pelaksanaani urusani pemerintahani yangi menjadii kewenangani daerahi otonom.

3.i Kebijakani Publik

Kajiani teorii tentangi kebijakani publiki dalami bidangi pendidikani akani

diawalii dengani kajiani pengertiani kebijakani publiki karenai kajiani teorii tersebuti

sesuaii dengani penelitiani yangi berkaitani dengani salahi satui kebijakani publiki

tentangi programi Adiwiyata.i Programi Adiwiyatai sepertii yangi diuraikani padai

bagiani latari belakangi penelitiani merupakani amanahi Undang-Undangi nomori 32i

tahuni 2009i tentangi Perlindungani dani Pengelolaani Lingkungani Hidupi dani

sebuahi kebijakani Kementeriani Negarai Lingkungani Hidupi Nomori 02i Tahuni

2009i tentangi Pedomani Pelaksanaani Programi Adiwiyata,i dani mengalamii

perubahani (Revisi)i olehi Kementeriani Negarai Lingkungani Hidupi yaitui

Peraturani Menterii Negarai Lingkungani Hidupi Nomori 05i Tahuni 2013i Tentangi

Pedomani Pelaksanaani Programi Adiwiyata.

Menuruti Anderson,i konsepi kebijakani merupakani arahi tindakani yangi

mempunyaii maksudi yangi ditetapkani olehi seorangi aktori ataui sejumlahi actori

dalami mengatasii suatui masalahi ataui suatui persoalani (Winarno.i 2014:21).

Kebijakani menuruti Islamyi dalami Suwitrii (2011:61)i meskipuni

merupakani katai sudahi sangati dikenali dalami kehidupani sehari-hari,i ternyatai

katai kebijakani memilikii konotasii yangi berbedai dengani kebijaksanaan.Keduai

katai yangi seringi dicampuri adukkani ternyatai memilikii maknai yangi sangati

berbeda.Kebijaksanaani berasali darii katai wisdow,i sedangkani kebijakani berasali

darii katai policy.i Keduanyai membutuhkani syarat-syarati yangi berbedai dalami
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pelaksanaannya.i Kebijaksanaani membutuhkani pertimbangan-pertimbangani

lebihi jauh,i sementarai kebijakani dalami pelaksanaannyai mencakupi peraturan-

peraturani dii dalamnyai dani sangati berkaitani dengani prosesi politik.i Pendapati

Islamyi tersebuti berbedai dengani Abidini (2004:112)i yangi tidaki membedakani

maknai antarai katai kebijakani dani kebijaksanaani selamai keduai istilahi itui

diartikani sebagaii keputusani pemerintahi yangi relatifi bersifati umumi dani

ditujukani untuki masyarakati umum.i

Ketikai berbicarai tentangi kajiani dani praktiki kebijakani publik,i Samudrai

(1994:52)i menguraikani bahwai adai tigai cakupani yangi menonjoli yangi berkaitani

dengani kajiani dani praktiki kebijakani publik.i Pertamai posisii kebijakani publiki

yangi strategisi dalami penentuani arahi umumi yangi harusi ditempuhi untuki

mengelolai isu-isui yangi adai dii masyarakat,i keduai menentukani ruangi lingkupi

masalahi yangi dihadapii pemerintah,i dani ketigai kemampuannyai untuki

mengetahuii ataui memetakkani ukurani besarnyai organisasii publik.i Ketigai poini

tersebuti membukai wawasani kitai bahwai kebijakani publiki adalahi sesuatui yangi

riili dalami hubungani antarai masyarakati dani pemerintah,i antarai individui dani

Negara.i Kebijakani publiki adalahi sebuahi responi atasi apai yangi sedangi terjadii dii

masyarakati jugai mencerminkani tentangi apa-apai yangi diinginkani untuki terjadii

dani berubahi dalami sebuahi masyarakat.

Sementarai Thomasi Dyei dalami Subarsonoi (2005:2)i mendefinisikani

kebijakani publiki ataui kebijakani Negarai sebagai”whateveri governmentsi choosei

toi doi ori noti toi do”i (Apapuni pilihani pemerintahi untuki melakukani ataui tidaki

melakukan).i Amarai Raksasatayai dalami Islamyi jugai mengemukakani bahwai i
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kebijakani publiki sebagaii suatui taktiki dani strategii yangi diarahkani untuki

mencapaii suatui tujuan.i Berbedai dengani Jamesi E.Andersoni dalami Subarsonoi

(2006:2)i kebijakani publiki adalahi sebagaii kebijakani yangi ditetapkani olehi

badan-badani dani aparati pemerintahi dalami bidangi tertentu,i misalnyai bidangi

pendidikan,i politik,i ekonomi,i pertanian,i industry,i pertahanan,i dani sebagainya,i

meskipuni adai parai aktori dani faktori darii luari pemerintah.

Dalami dimensii subjeki Abidini (2004:121)i kebijakani publiki adalahi

kebijakani darii pemerintah.i Kebijakani pemerintahi dapati dianggapi kebijakani

yangi resmii sehinggai kebijakani tersebuti mempunyaii kewenangani yangi dapati

memaksai masyarakati untuki patuhi dani melaksanakani kebijakani

tersebut.Wibowoi (2004:56)i memandangi pemerintahi sebagaii suatui organisasii

yangi dibentuki sebagaii hasili musyawarahi ataui konsensusi darii semuai pelakui

politiki baiki pelakui individui maupuni kelompoki dani organisasi.

Menuruti Nugrohoi (2009:135)i kebijakani dalami artii peraturani

perundangani mempunyaii sejumlahi bentuk,i untuki Indonesiai kitai melihati tigai

jenisi kebijakani publik,i yaitui yangi dibuati olehi legislatif,i eksekutifi dani legislatifi

bersamai eksekutifi (dani sebaliknya)

Dunni dalami Wibowoi (2004:70)i mengatakani bahwai untuki mencapaii

tujuani kebijakan,i pemerintahi melakukani aksii dani tindakani yangi berupa:

1. Penghimpunani sumberi dayai yangi disebuti inputi kebijakani

2. Pengelolaani sumberi dayai yangi disebuti proses/implementasii kebijakan,i

dimanai dalami tahapani inii terdapati perilakui administratif,i organisasional,i

dani politis.
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Menuruti penelitii kebijakani Kementeriani Negarai Lingkungani Hidupi

yaitui Peraturani Menterii Negarai Lingkungani Hidupi Nomori 05i Tahuni 2013i

Tentangi Pedomani Pelaksanaani Programi Adiwiyatai merupakani kebijakani

publiki yangi strategisi untuki mendukungi pengembangani pelaksanaani pendidikani

berwawasani lingkungani i melaluii programi Adiwiyata.

2.i Implementasii Kebijakan

Suatui kebijakani harusi dpati diimplementasikan.i Meteri dani Horni dalami

Wibowoi (2004:92)i mendefinisikani implementasii kebijakani sebagaii tindakani

yangi dilakukani olehi pemerintahi maupuni swastai baiki secarai individui maupuni

kelompoki yangi dimaksudkani untuki mencapaii tujuani sebagaimanai dirumuskani

dii dalami kebijakan.i Implementasii kebijakani bisai didefinisikani jugai sebagaii

carai yangi dilaksanakani agari sebuahi kebijakani dapati mencapaii tujuannyai

(Dwijowijotoi dalami Syafaruddin,i 2008:78).

Adai empati kegiatani pokoki yangi berkenaani dengani kebijakani publik,i

yaitui sebagaii berikut:

1. Perumusani kebijakan

2. Implementasii kebijakan

3. Evaluasii kebijakan

4. Revisii kebijakan,i yangi merupakani perumusani kembalii darii kebijakani

(Nugroho,i 2009:145).

Dalami prosesi implementasii terdapati faktori ataui variabeli yangi

merupakani syarat-syarati terpentingi gunai berhasilnyai prosesi implementasi,i

faktor-faktori inii jugai secarai tidaki langsungi mempengaruhii implementasi,i
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faktor-faktori jugai secarai tidaki langsungi mempengaruhii implementasii

kebijaksanaani melaluii dampaki padai masing-masingi faktor.i Dengani perkatani

lain,i komunikasii mempengaruhii sumber,i kecendrungani dani strukturi birikrasii

yangi padai gilirannyai mempengaruhii implementasi.i Untuki lebihi jelasnyai dapati

dilihati padai bagani berikuti ini:

Bagani 1.1i i Dampaki Langsungi dani Tidaki Langsungi padai Implementasi
Sumber:i Winarno,i (2014:180)

Menuruti Edwardsi terdapati empati faktori yangi sangati menentukani

keberhasilani implementasii suatui kebijakan,i yaitu:i (1)i komunikasi,i (2)i

sumberdaya,i (3)i disposisi,i dani (4)i strukturi birokrasii (Winarno,i 2014:156-179).

1. Komunikasi

Komunikasii yaitui mengenaii apai yangi harusi dilakukan,i apai yangi

menjadii tujuani dani sasarani kebijakani harusi ditransmisikani olehi implementori

kepadai kelompoki sasarani ataui targeti groupi untuki mengurangii distorsii

implementasi.i Apabilai tujuani dani sasarani suatui kebijakani tidaki jelasi ataui

bahkani tidaki diketahuii samai sekalii olehi kelompoki sasaran,i makai kemungkinani

akani memunculkani resistensii darii kelompoki sasaran.i Parai implementori harusi

Komunikasi

Strukturi Birokrasi

Sumber

Kecenderungan-kecenderungan

Implementasi
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secarai intensifi melakukani berbagaii carai untuki mensosialisasikani tujuani dani

manfaati darii pelaksanaani sebuahi kebijakan.i

Komunikasii merupakani suatui hali yangi sangati menentukani keberhasilani

pencapaiani tujuani darii implementasii kebijakani publik.i Komunikasii

menyangkuti prosesi penyampaiani informasii ataui transmisi,i kejelasani informasii

tersebuti sertai konsistensii informasii yangi disampaikan.i Pengetahuani atasi hal-hali

yangi merekai kerjakani dapati berjalani apabilai komunikasii berjalani dengani baik,i

sehinggai setiapi keputusani kebijakani dani peraturani implementasii harusi

dikomunikasikani kepadai bagiani personaliai yangi tepat.

Komunikasii sangati penting,i karenai suatui programi hanyai dapati

dilaksanakani dengani baiki apabilai jelasi bagii parai pelaksana,i dimanai

komunikasii diperlukani agari parai pembuati keputusani dani parai implementeri

akani semakini konsisteni dalami melaksanakani setiapi kebijakani yangi akani

diterapkani dalami masyarakat.

Menuruti Winarnoi (2014:157)i adai tigai indikatori yangi dapati digunakani

dalami mengukuri keberhasilani aspeki komunikasii ini,i yaitu:

1. Transmisi,i yaitui penyalurani komunikasii yangi baiki akani dapati

menghasilkani suatui hasili implementasii yangi baiki pula.i Seringkalii

yangi terjadii dalami prosesi transmisii inii yaitui adanyai salahi pengertian,i

hali inii terjadii karenai komunikasii implementasii tersebuti telahi melaluii

beberapai tingkatani birokrasi,i sehinggai hali yangi diharapkani

terdistorsii dii tengahi jalan.
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2. Kejelasani informasi,i dimanai komunikasii ataui informasii yangi

diterimai olehi parai pelaksanai kebijakani haruslahi jelasi dani tidaki

membingungkan.i Kejelasani informasii kebijakani tidaki selalui

menghalangii implementasii kebijakan,i dimanai padai tatarani tertentui

parai pelaksanai membutuhkani fleksibilitasi dalami melaksanakani

kebijakan,i tetapii padai tatarani yangi laini makai hali tersebuti justrui akani

menyelewengkani tujuani yangi hendaki dicapaii olehi kebijakani yangi

telahi ditetapkan.

3. Konsistensii informasii yangi disampaikan,i yaitui perintahi ataupuni

informasii yangi diberikani dalami pelaksanaani suatui komunikasii

haruslahi jelasi dani konsisteni untuki dapati diterapkani dani dijalankan.i

Apabilai perintahi yangi diberikani seringkalii berubah-ubah,i makai dapati

menimbulkani kebingungani bagii pelaksanai dii lapangan.

2. Sumberdaya

Meskipuni isii kebijakani telahi dikomunikasikani secarai jelasi dani

konsisten,i akani tetapii apabilai implementori kekurangani sumberi dayai untuki

melaksanakani kebijakan,i makai implementasii tidaki akani berjalani secarai efektif.i

Sumberi dayai adalahi faktori pentingi untuki implementasii kebijakani agari efektif,i

dimanai tanpai sumberdayai makai kebijakani hanyai sekedari kertasi dokumen.i

Dalami hali inii sumberdayai yangi dimaksudi adalahi Sumberi Dayai Manusiai

(SDM)i darii pelaksanai kebijakan.i

Adai duai indikatori menuruti Winarno,i (2014:165)i yangi dapati digunakani

dalami mengukuri keberhasilani aspeki sumberdayai ini,i yaitu:
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a. Kualitasi pelaksana,i sepertii stafi yangi cukupi darii segii jumlah.

b. Kuantitasi pelaksana,i sepertii memadaii dani berkompeteni dibidangnya.

3. Disposisii

Adalahi sikapi dani komitmeni aparati pelaksanai terhadapi program,i

khususnyai darii merekai yangi menjadii implementeri darii program,i dalami hali inii

terutamai adalahi aparaturi birokrasi.i Apabilai implementori memilikii disposisii

yangi baik,i makai diai akani menjalankani kebijakani dengani baiki sepertii yangi

diinginkani olehi pembuati kebijakan,i sedangi apabilai implementori memilikii

sikapi yangi berbedai dengani pembuati kebijakan,i makai prosesi implementasii

kebijakani jugai menjadii tidaki efektif.i Edwardsi dalami Winarnoi (2014:166)i

menyatakani bahwai duai aspeki yangi perlui diperhatikani dalami mengatasii

dampaki darii sikapi birokrat/pelaksanai yangi seringkalii mengesampingkani

implementasii kebijakani yangi telahi dibuat,i yaitu:

a. Penempatani pegawaii (staffingi thei bureaucracy),i dimanai sikapi darii

parai aparati birokrasii kadangkalai menyebabkani masalahi apabilai sikapi

ataupuni carai pandangnyai berbedai dengani pembuati kebijakan.i

Apabilai mendapati masalahi dalami implementasii kebijakani khususnyai

darii perilakui aparati birokrasii pelaksana.i Hali inii diselesaikani dengani

mempertimbangkani pengangkatani eksekutif,i sistemi pelayanani publik,i

sistemi aturani kepegawaiani dani metode-metodei personeli yangi sudahi

ada.
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b. Insentifi (incentives),i dimanai menggantii susunani pegawaii padai

birokrasii pemerintahani adalahi hali yangi tidaki mudahi dani hali tersebuti

tidaki menjamini prosesi implementasii berjalani lancar.i Tekniki laini

yangi dapati digunakani adalahi dengani mengubahi insentif.i

Memanipulasii ataui mengubahi insentifi pembuati kebijakani padai leveli

atasi diharapkani dapati mempengaruhii kinerjai ataui tindakannya.

4. Strukturi birokrasi.i

Menuruti Winarnoi (2014:171)i strukturi organisasii yangi bertugasi

mengimplementasikani kebijakani memilikii pengaruhi yangi signifikani terhadapi

implementasii kebijakan.i Edwardsi menyatakani bahwai aspek-aspeki darii strukturi

birokrasi,i yaitu:

a. Adanyai suatui SOPi (Standardi Operationi Procedure)i yangi mengaturi

tatai alirani pekerjaani dani pelaksanai program.i SOPi jugai memberikani

keseragamani dalami tindakani parai pegawaii dalami organisasii yangi

kompleksi dani luas,i dimanai dalami pelaksanaannyai dapati

menghasilkani fleksibilitasi yangi sangati baiki (seseorangi dapati

dipindahkani darii suatui lokasii kei lokasii yangi lain)i sertai adanyai

keadilani dalami pelaksanaani aturan.

b. Fragmentasii (fragmentation)i adalahi adanyai penyebarani tanggungi

jawabi padai suatui areai kebijakani dii antarai beberapai uniti organisasi.i

Adapuni akibati darii adanyai fragmentasi,i yaitui menyebabkani

penyebarani tanggungi jawabi dani hali inii mengakibatkani koordinasii

kebijakani menjadii sulit,i dimanai sumberi dayai dani kebutuhani atasi
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kebutuhani atasi kewenangani untuki menyelesaikani masalahi yangi

timbuli kadangkalai tersebari dii antarai beberapai uniti birokrasi.i Olehi

sebabi itui perlui adanyai kekuatani pemusatani koordinasii antarai unit-

uniti yangi terkaiti dani hali tersebuti bukani hali yangi mudah.

3.i Kebijakani Programi Adiwiyata

Kebijakani programi Adiwiyatai dii Indonesiai disusuni untuki menciptakani

iklimi yangi mendorongi semuai pihaki agari berperani dalami pengembangani

pendidikani lingkungani hidupi untuki pelestariani lingkungani hidup.i Sesuaii

dengani tujuani yangi ingini dicapai,i pendidikani lingkungani diwujudkani sebagaii

programi pendidikani yangi dirancangi untuki meningkatkani kesadarani masyarakati

tentangi masalahi lingkungan.i Selaini itui Retnoi Soetaryonoi (2005:8)i

menambahkani pendidikani lingkungani hidupi memberikani pemahamani kepadai

individui maupuni sekelompoki individui tentangi isu-isui lingkungan,i dani

keterampilani untuki berpartisipasii sertai mengambili tindakani dalami pemecahani

masalahi lingkungan.

Pendidikani lingkungani menjadii salahi satui komponeni palingi pentingi

darii strategii nasional.i Olehi karenai itu,i pemerintahi menetapkani bahwai

pendidikani lingkungani hidupi harusi dikenalkani disemuai jenisi pendidikani baiki

formal,i noni formali maupuni informal.i Pengajarani Pendidikani Lingkungani

Hidupi padai jaluri formali yangi tidaki laini melaluii sekolahi dapati ditempuhi

melaluii duai aluri pendekatani yaitui pendekatani monolitiki dani pendekatani

integratifi (Dirjeni Dikti,i 1988:i 139)i yaitu:
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a. Pendekatani monolitiki merupakani pendekatani yangi didasarkani padai

pemikirani bahwai setiapi matai pelajarani merupakani sebuahi komponeni yangi

berdirii sendirii dani mempunyaii tujuani tertentui dalami suatui kesatuani sistem.i

Pendekatani monolitiki dapati ditempuhi melaluii duai cara.

1) Membanguni disiplini yangi dinamakani Pendidikani Lingkungani Hidup,i

yangi kedudukannyai dalami kurikulumi samai dengani matai pelajarani

lainnya.

2) Membanguni suatui paketi Pendidikani Lingkungani Hidupi yangi

merupakani matai pelajarani yangi berdirii sendiri.

b. Pendekatani Integratifi merupakani pendekatani yangi didasarkani pemaduani

matai pelajarani Pendidikani Lingkungani Hidupi dengani matai pelajarani lain.

Dengani mempertimbangkani tujuani yangi ingini dicapai,i menuruti Hamzahi

(2013:53)i terdapati beberapai pokoki bahasani yangi diberikani dalami pendidikani

lingkungan,i yakni:

1) Ekosistem

Menjelaskani sumberi dayai yangi adai dii lingkungani sekitar,i baiki sumberi

dayai ragawii maupuni noni ragawii yangi secarai bersama-samai sertai salingi

terkaiti dalami membanguni dani menciptakani kondisii lingkungani yangi layaki

tinggali untuki manusiai termasuki yangi berkenaani dengani lingkungani sosiali

dani lingkungani binaan.
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2) Sumberi Dayai Lingkungan

Menjelaskani berbagaii macami sumberi dayai lingkungani dengani

masingmasingi cirii dani sifat,i berkaitani dengani kegiatani makhluki hidupi

dalami mengaksesi sumberi dayai tersebuti dengani derajati dani tingkahnyai

yangi dapati mempengaruhii kondisii sumberi dayai tersebuti sertai menjelaskani

carai memanfaatkani sumberi dayai secarai bijaki sehinggai dapati terjagai

kelangsungannyai dani mampui mewujudkani kondisii lingkungani yangi

seimbang.

3) Dayai dukungi lingkungan

Memberikani pengetahuani yangi berkaitani dengani kemampuani dani

keterbatasani dayai dukungi lingkungani sertai dampak-dampaki potensiali yangi

terjadii akibati interaksii manusiai dengani lingkungannya.i Materii yangi

berkaitani dengani informasii mengenaii sumberi dayai lingkungani nonragawii

yangi memilikii keterbatasan,i baiki ketersediaannyai maupuni yangi berkenaani

dengani dayai lentingnyai (kemampuani memperbaharuii diri)i perlui

mendapatkani perhatiani dalami materii pembelajaran.

4) Kepedulian

Materii yangi diberikani berkaitani dengani kepeduliani adalahi menanamkani

kesadarani dani membinai sikapi pedulii terhadapi lingkungan.i Memberii

pemahamani kepadai pesertai didiki tentangi warisani alami dani lingkungani

sebagaii suatui anugerahi yangi harusi dijagai dani dihargai.i Rasai memilikii

terhadapi lingkungani dapati dibangkitkani dani diinternalisasikani padai pesertai

didik.
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5) Partisipasi

Materii pendidikani lingkungani yangi diberikani mampui mendorongi

keinginani untuki ikuti sertai dalami memeliharai dani melestarikani lingkungani

yangi sehati dani layaki tinggal.i Hali inii mencakupi upayai mempersiapkani

manusiai untuki peduli,i bekerja,i dani bertindaki untuki kelestariani lingkungan.

6) Estetika

Merupakani salahi satui kebutuhani nonfisiki manusia,i sehinggai materii

lingkungani yangi diberikani hendaknyai dapati membangkitkani dayai inspirasii

untuki berkreasii gunai menciptakani suatui lingkungani yangi asrii dani

menyenangkani dii sampingi sikapi menghargaii keindahani lingkungani yangi

telahi disediakani olehi alam.

7) Kearifani local

Setiapi daerah,i wilayah,i dani sukui bangsa,i memilikii karakteristiki tersendirii

sertai carai tersendirii dalami menyikapii dani memperlakukani lingkungannya.i

Pengetahuani tentangi kearifani lokali darii suatui masyarakati dalami

memandangi dani memperlakukani alami yangi mengandungi konsepkonsepi

universali harusi dikenalkani sertai diinternalisasikani padai pesertai didik.

8) Etikai Lingkungan

Memberikani pengajarani yangi berkaitani dengani tanggungi jawabi morali

manusiai terhadapi lingkungannyai yangi terwujudi padai perilakunyai dalami

memperlakukani lingkungani dengani segenapi unsuri ataui pengadai yangi adai

dii dalamnya.
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9) Pengambilani Keputusani terhadapi Isui Lingkungan

Pengetahuani tentangi lingkungani dani permasalahannyai merupakani bagiani

darii materii yangi harusi diajarkan.i Melaluii pengetahuani inii pesertai didiki

diarahkani kepadai kemampuani mengambili keputusani yangi efektifi tentangi

isui lingkungani yangi memerlukani pertimbangani ekologisi dani faktorfaktori

sosial.

10) Kebencanaan

Masalahi kebencanaan,i khususnyai bencanai alami sangati pentingi diketahuii

olehi masyarakati Indonesiai sebagaii negarai yangi rawani bencanai alam.i

Pengetahuani dani pemahamani yangi benari tentangi bencanai alami tersebuti

akani mampui mengurangii tindakani yangi menjadii penyebabi terjadinyai

bencanai untuki bencanai alami yangi disebabkani olehi perilakui manusia.i

Sedangkani untuki bencanai alami yangi bersifati katastrofi dapati mengurangii

kerugiani hartai bendai dani korbani yangi terjadii akibati bencanai alami tersebut.

Hamzahi (2013:i 57)i mengatakani kurikulumi pendidikani lingkungani

hidupi setidaknyai mengandungi unsur-unsuri sebagaii berikut:

1) Unsuri empirik,i yaknii memberikani kesempatani yangi seluas-luasnyai kepadai

pesertai didiki untuki berinteraksii dengani lingkungannyai secarai langsung.i

Pesertai didiki dapati mengamati,i memahami,i menganalisis,i dani

menginterpretasii segenapi fenomenai dani sumberi dayai yangi iai temukani dii

lingkungan.
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2) Unsuri kepedulian,i yaitui dengani memberikani sentuhani tertentui yangi

mampui membangkitkani kesadarani bahwai lingkungani merupakani suatui hali

yangi kompleks.i Pesertai didiki diarahkani untuki memahamii bahwai segenapi

unsuri yangi adai dii lingkungani itui salingi berinteraksii dani salingi

mempengaruhi.i Keberadaani unsuri yangi satui akani berpengaruhi terhadapi

unsuri yangi lainnya.

3) Unsuri estetik,i yaitui memberikani pemahamani kepadai pesertai didiki tentangi

keberadaani sumberi dayai amienitiesi (kenikmatan).i Hali inii sepertii sumber-

sumberi dayai yangi mampui memenuhii kebutuhan-kebutuhani nonfisiki yangi

dibutuhkani manusia,i sepertii pemandangani alam,i tatanani lingkungani yangi

asri,i menyejukkani rasai sertai memberikani ketenteraman,i dani lain-laini

sekaligusi menanamkani rasai tanggungi jawabi pesertai didiki terhadapi sumberi

dayai lingkungani tersebut.

4) Unsuri sosial,i materii yangi diberikani mencakupi kehidupani sosial,i budayai

dani ekonomii masyarakat.i Pesertai didiki diberikani kesempatani untuki

mengamatii kehidupani sosiali suatui masyarakat;i bagaimanai suatui

masyarakati berinteraksii dengani sesamai dani lingkungannya;i bagaimanai

budaya-budayai lokali yangi berkaitani dengani pengelolaani lingkungani

tumbuhi dani terpeliharai dii masyarakati sertai dampaki yangi dihasilkannya.

Soerjanii (2009:i 58)i berpendapati pendidikani lingkungani harusi mampui

mengintegrasikani pengembangani kearifani untuki bersikapi dani berperilakui

dalami mengatasii berbagaii permasalahani yangi ditimbulkani olehi lingkungan.i

Sikapi dani tingkahi lakui makhluki hidupi dapati dijabarkani secarai sederhanai tetapii
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jelasi dalami programi programi adiwiyatai yangi dicanangkani olehi Menterii

Lingkungani Hidupi untuki lembagai pendidikan.

Adiwiyatai merupakani programi sekolahi yangi memilikii tujuani untuki

memberikani pembelajarani dani penyadarani wargai sekolahi agari dii kemudiani

harii wargai sekolahi dapati bertanggungi jawabi dalami upayai penyelamatani

lingkungani hidupi dani pembangunani berkelanjutan.i Kegiatani utamai diarahkani

padai terwujudnyai sekolahi yangi pedulii dani berbudayai lingkungani untuki

sekolahi dasari dani menengahi dii Indonesia.i Programi dani kegiatani sekolahi

adiwiyatai dikembangkani berdasarkani norma-normai dasari dalami kehidupani

yangi meliputi:i kebersamaan,i keterbukaan,i kesetaraan,i kejujuran,i keadilan,i

kelestariani fungsii lingkungani hidupi dani sumberi dayai alami (Utomoi dkk,i 2009:i

54).

Beberapai keuntungani yangi diperolehi olehi sekolahi dalami mengikutii

programi adiwiyata,i yaitu:

1) Mendukungi pencapaiani standar/kompetensii dasari dani standari kompetensii

lulusani (SKL)i pendidikani dasari dani menengah.

2) Meningkatkani efisiensii penggunaani danai operasionali sekolahi melaluii

penghematani dani pengurangani konsumsii darii berbagaii sumberi dayai dani

energi.

3) Menciptakani kebersamaani wargai sekolahi dani kondisii belajari mengajari

yangi lebihi nyamani dani kondusif.

4) Meningkatkani upayai perlindungani dani pengelolaani lingkungani hidupi

melaluii kegiatani pengendaliani dani pelestariani fungsii lingkungani sekolah.
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B.i Kerangkai Pikiran

Berdasarkani teorii yangi telahi diuraikani dalami studii kepustakaan,i makai

penulisi membuati suatui kerangkai pikirani darii penelitiani ini,i sebagaii berikut:

Gambari II.1i Kerangkai Pikirani Tentangi Implementasii Kebijakani Menterii

Lingkungani Hidupi Nomori 05i Tahuni 2013i tentangi Pedomani

Pelaksanaani Programi Adiwiyatai Tingkati Sekolahi Menengahi

Pertamai dii Kabupateni Kampar.

Sumber:i Modifikasii penelitian,i 2019.

C.i Hipotesis

Berdasarkani latari belakangi masalahi yangi telahi penulisi uraikani diatasi

sertai dihubungkani dengani landasani teorii yangi adai makai penulisi

Implementasii Kebijakani Programi Adiwiyatai Tingkati

Sekolahi Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampar

Kebijakani Peraturani Menterii Lingkungani Hidupi Republiki

Indonesiai Nomori 05i Tahuni 2013i Tentangi Pedomani

Pelaksanaani Programi Adiwiyata

1. Komunikasi
2. Sumberi Daya
3. Disposisi
4. Strukturi Birokrasi

Kebijakani Publik

Terlaksana
Kurangi terlaksana
Tidaki terlaksana
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mengemukakani hipotesisi sebagaii berikut:i “Didugai implementasii kebijakani

Menterii Lingkungani Hidupi Nomori 05i Tahuni 2013i tentangi Pedomani

Pelaksanaani Programi Adiwiyatai Tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii

Kabupateni Kampari belumi terlaksanai dengani baik”.

D.i Konsepi Operasional

Konsepi merupakani defenisii yangi digunakani untuki mengambarkani

secarai abstraki suatui fenomenai sosiali ataui alami.i Konsepi mempunyaii tingkahi

generasii yangi berbeda-beda.i Semakini dekati suatui konsepi kepadai realita,i makai

semakini dekati konsepi itui diukur.i Untuki memudahkani penganalisaani dani tidaki

mengaburkani konsepi agari tujuani penelitiani dapati tercapaii makai penulisi merasai

perlui membatasii dani mengoperasionalkani konsep-konsepi yangi dipakai,i konsep-

konsepi tersebuti antarai lain:

1. Programi adalahi rencanai suatui pelaksanaani yangi akani dilakukani sebagaii

dasari dalami operasionali suatui lembagai ataui organisasi.

2. Programi Adiwiyatai adalahi kegiatani yangi dilaksanakani gunai mewujudkani

wargai sekolahi yangi bertanggungi jawabi dalami upayai perlindungani dani

pengelolaani lingkungani hidupi melaluii tatai kelolai sekolahi yangi baiki untuki

mendukungi pembangunani berkelanjutan.

3. Kebijakani adalahi tindakani yangi mempunyaii maksudi yangi ditetapkani olehi

pemerintahi maupuni swastai baiki secarai individui maupuni kelompoki dalami

mengatasii suatui masalahi ataui suatui persoalan.
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4. Implementasii kebijakani adalahi tindakani yangi dilakukani olehi pemerintahi

maupuni swastai baiki secarai individui maupuni kelompoki yangi dimaksudkani

untuki mencapaii tujuani sebagaimanai dirumuskani dii dalami kebijakan.

5. Komunikasii merupakani suatui programi yangi dapati dilaksanakani dengani baiki

apabilai jelasi bagii parai pelaksana.i Hali inii menyangkuti prosesi penyampaiani

informasi,i kejelasani informasii dani konsistensii informasii yangi disampaikan;

6. Sumberi dayai dalami hali inii meliputii empati komponeni yaitui terpenuhinyai

jumlahi stafi dani kualitasi mutu,i informasii yangi diperlukani gunai pengambilani

keputusani ataui kewenangani yangi cukupi gunai melaksanakani tugasi sebagaii

tanggungi jawabi dani fasilitasi yangi dibutuhkani dalami pelaksanaan;i

7. Disposisi,i sikapi dani komitmeni darii padai pelaksanaani terhadapi programi i

khususnyai darii merekai yangi menjadii implementasii programi khususnyai darii

merekai yangi menjadii implementeri program

8. Strukturi Birokrasi,i yaitui SOPi (Standari Operatingi Procedures),i yangi

mengaturi tatai alirani dalami pelaksanaani program.i Jikai hali inii tidaki suliti

dalami mencapaii hasili yangi memuaskan,i karenai penyelesaiani khususi tanpai

polai yangi baku.

E.i Operasionali Variabel

Operasionali variabeli penelitiani inii yaitui tentangi implementasii kebijakani

Menterii Lingkungani Hidupi Nomori 05i Tahuni 2013i tentangi Pedomani

Pelaksanaani Programi Adiwiyatai Tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii
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Kabupateni Kampar.i Adapuni penjabarani variabeli variabeli pelayanani publiki

tersebuti kedalami operasionalisasii variabeli dapati dilihati padai tabeli berikuti ini:

Tabeli II.1:i Konsepi Operasionali dani Operasionali Variabeli Penelitiani Tentangi i i i

Implementasii Kebijakani Menterii Lingkungani Hidupi Nomori 05i

Tahuni 2013i tentangi Pedomani Pelaksanaani Programi Adiwiyatai

Tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampar.

Konsep Variabel Indikator Subi Indikator Skala
Pengukuran

1 2 3 4 5
Kebijakani adalahi

tindakani yangi

dilakukani olehi

pemerintahi

maupuni swastai

baiki secarai

individui maupuni

kelompoki yangi

dimaksudkani

untuki mengatasii

masalahi ataui

persoalani

(Winanrno,2014:
21)

Pelaksanaani

programi

Adiwiyatai

Tingkati SMPi

dii Kabupateni

Kampari

1. Komunikasi

2. Sumberi

Daya

3. Disposisi

4. Strukturi

Birokrasi

a. Prosesi penyampaiani

informasi
b. Kejelasani informasi
c. Konsistensii

informasi

a. Kuantitasi pelaksana
b. Kualitasi pelaksana

a. Antusiasi pelaksana
b. Dukungani pelaksana

a. SOP
b. Pragmentasi

Terlaksana
Kurangi terlaksana
Tidaki terlaksana

Terlaksana
Kurangi terlaksana
Tidaki terlaksana

Terlaksana
Kurangi terlaksana
Tidaki terlaksana

Terlaksana
Kurangi terlaksana
Tidaki terlaksana

Sumber:i Olahani Peneliti,i 2019.

F.i Ukurani Variabel

Ukurani variabeli implementasii kebijakani Menterii Lingkungani Hidupi

Nomori 05i Tahuni 2013i tentangi Pedomani Pelaksanaani Programi Adiwiyatai

Tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampari adalahi sebagaii

berikut:

a. Terlaksana :i apabilai seluruhnyai darii subi indikatori terlakasanai

dengani baik.
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b. Kurangi terlaksana :i i i apabilai 1i darii subi indikatori terlaksana

c. Tidaki terlaksana :i i apabilai darii semuai subi indikatori tidaki terlaksanai

samai sekali.

G.i i Tekniki Pegukuran

Untuki mengetahuii implementasii kebijakani Menterii Lingkungani Hidupi

Nomori 05i Tahuni 2013i tentangi Pedomani Pelaksanaani Programi Adiwiyatai

Tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampar,i diukuri melaluii

beberapai indikator.i Selanjutnyai indikatori inii akani dijabarkani dalami beberapai

subi indikator.i Katagorii penilaiani terhadapi pengertiani seluruhi indikatori variabeli

tentangi implementasii kebijakani Menterii Lingkungani Hidupi Nomori 05i Tahuni

2013i tentangi Pedomani Pelaksanaani Programi Adiwiyatai Tingkati Sekolahi

Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampari dibagii dalami tigai kelompoki kategorii

yaitu:i baik,i cukupi baik,i dani tidaki baik.i Untuki lebihi jelasnyai dapati dilihati

berikuti ini:

a. Implementasii kebijakani pelaksanaani programi adiwiyatai tingkati SMPi dii

Kabupateni Kampari dilihati darii komunikasi,i pengukurannyai adalahi :

Terlaksana :i Apabilai semuai itemi dapati dilaksanakan,i ataui jawabani

respondeni padai tabeli >i 67%.

Kurangi terlaksana:i Apabilai 2i darii 3i itemi dapati dilaksanakan,i ataui jawabani

respondeni padai tabeli 34i %i -66%
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Tidaki terlaksana :i Apabilai hanyai satui ataui tidaki adai satupuni darii itemi

dapati dilaksanakan,i ataui jawabani respondeni padai tabeli

<i 33i %.

b. Implementasii kebijakani pelaksanaani programi adiwiyatai tingkati SMPi dii

Kabupateni Kampari dilihati darii sumberdaya,i pengukurannyai adalahi :

Terlaksana :i Apabilai semuai itemi dapati dilaksanakan,i ataui jawabani

respondeni padai tabeli >i 67%.

Kurangi terlaksana:i Apabilai 2i darii 3i itemi dapati dilaksanakan,i ataui jawabani

respondeni padai tabeli 34i %i -66%

Tidaki terlaksana :i Apabilai hanyai satui ataui tidaki adai satupuni darii itemi

dapati dilaksanakan,i ataui jawabani respondeni padai tabeli

<i 33i %.

c. Implementasii kebijakani pelaksanaani programi adiwiyatai tingkati SMPi dii

Kabupateni Kampari dilihati darii disposisi,i pengukurannyai adalah:

Terlaksana :i Apabilai semuai itemi dapati dilaksanakan,i ataui jawabani

respondeni padai tabeli >i 67%.

Kurangi terlaksana:i Apabilai 2i darii 3i itemi dapati dilaksanakan,i ataui jawabani

respondeni padai tabeli 34i %i -66%

Tidaki terlaksana :i Apabilai hanyai satui ataui tidaki adai satupuni darii itemi

dapati dilaksanakan,i ataui jawabani respondeni padai tabeli

<i 33i %.

d. Implementasii kebijakani pelaksanaani programi adiwiyatai tingkati SMPi dii

Kabupateni Kampari dilihati darii strukturi birokrasi,i pengukurannyai adalahi :
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Terlaksana :i Apabilai semuai itemi dapati dilaksanakan,i ataui jawabani

respondeni padai tabeli >i 67%.

Kurangi terlaksana:i Apabilai 2i darii 3i itemi dapati dilaksanakan,i ataui jawabani

respondeni padai tabeli 34i %i -66%

Tidaki terlaksana :i Apabilai hanyai satui ataui tidaki adai satupuni darii itemi

dapati dilaksanakan,i ataui jawabani respondeni padai tabeli

<i 33i %.
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BABi III

METODEi PENELITIAN

A. Tipei Penelitian

Penelitiani inii adalahi penelitiani kuantitatifi yangi berbentuki analisisi

deskriptifi yaitui penelitiani yangi bermaksudi untuki melakukani pengukurani secarai

cermati dani menyeluruhi terhadapi suatui konsepi ataui fenomena-fenomenai sosiali

tertentu.i Kemudiani penelitiani inii mengembangkani konsepi dani menghimpuni

fakta.i i Menuruti Arikuntoi (2006:12)i “Penelitiani kuantitatifi adalahi penelitiani

yangi mengunakani angkai mulaii darii pengumpulani data,i penafsirani terhadapi

datai tersebuti sertai penampilani darii hasilnya.i Selaini datai yangi berupai angka,i

dalami penelitiani kuantitaifi jugai adai datai berupai informasii kualitatif”.

Untuki mempermudahi penulisi dalami mengumpulkani datai yangi

dibutuhkani dalami penelitiani ini,i makai tipei penelitiani yangi akani digunakani

adalahi tipei penelitiani survey.i Penelitiani surveii adalahi penelitiani yangi

dilakukani melaluii pengamatani langsungi terhadapi suatui gejala,i cirii khasi

penelitiani inii adalahi datai penelitiani dikumpulkani darii respondeni dengani

menggunakani kuesioneri (Iskandar,i 2008:66).

B. Lokasii Penelitiani

Menuruti Usmani (2009:41),i penetapani lokasii penelitiani dimaksudkani

untuki membatasii daerahi darii variable-variabeli yangi diteliti.i Penelitiani inii

berlokasii dii Kabupateni Kampar.i Adapuni alasani penulisi memilihi lokasii tersebuti

karenai adanyai indikasii bahwai sekolahi tingkati SMPi dii Kabupateni Kampari

41
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belumi optimali dalami mengimplementasikani kebijakani Menterii Lingkungani

Hidupi Nomori 05i Tahuni 2013i tentangi Pedomani Pelaksanaani Programi

Adiwiyata,i sehinggai wargai sekolahi kurangi mengenali maksudi dani tujuani

programi Adiwiyata.

C. Populasii dani Sampel

Menuruti Arikuntoi (2006:130)i populasii adalahi keseluruhani objeki

penelitian.i Populasii dani sampeli dalami penelitiani inii adalahi jumlahi keseluruhani

elemen-elemeni yangi menjadii objeki penelitian.i Untuki lebihi jelasnyai dapati

dilihati padai tabeli berikuti ini:

Tabel.i III.1:i Daftari Popoulasii dani Sampeli Penelitian.

No Subi Populasi Populasi Sampel Persentase

1 Kabid.i Pendidikani Menengahi i

Dinasi Pendidikani Kabupateni

Kampar
1 1

100i %

2 Timi Adiwiyatai SMPNi 1i Kampari

Kirii Tengah
4 4

100i %

3 Timi Adiwiyatai SMPNi 1i

Bangkinang
4 4

100i %

4 Timi Adiwiyatai SMPNi 1i Kuok 4 4 100i %
Jumlah 13 13 100i %

Sumber:i Datai olahan,i 2019.

D.i Teniki Penarikani Sampeli

Menuruti Iskandari (2005:69)i sampeli adalahi sebagiani darii populasii yangi

diambili secarai representatifi ataui mewakilii populasii yangi bersangkutani ataui

sebagiani kecili yangi diamati.i Tekniki penarikani sampeli adalahi dengani

menggunakani tekniki sensus,i yaitui seluruhi populasii dijadikani sampel.i Sampeli
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terpilihi kemudiani ditetapkani menjadii respondeni dalami penelitiani inii yangi

berjumlahi 14i orang.

G. Jenisi dani Sumberi Data

Jenisi dani sumberi datai yangi digunakani dalami penelitiani inii adalahi

sebagaii berikut:

a. Datai Primer

Menuruti Iskandari (2008:252)i datai primeri datai yangi diperolehi darii hasili

observasii dani wawancarai kepadai responden.i Datai primeri dalami penelitiani

inii diperolehi darii hasili penyebarani kuisioneri dani wawancara.i Adapuni datai

tersebuti adalahi identitasi respondeni berdasarkani jenisi kelamin,i usia,i

pekerjaani sertai pendidikani terakhir.i Selaini itui diperolehi jugai datai tentangi

implementasii kebijakani Menterii Lingkungani Hidupi Nomori 05i Tahuni 2013i

tentangi Pedomani Pelaksanaani Programi Adiwiyatai Tingkati Sekolahi

Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampar.

b. Datai Sekunderi

Menuruti Iskandari (2008:253),i datai sekunderi adalahi datai yangi diperolehi

melaluii pengumpulani ataui pengolahani datai yangi bersipati studii dokumentasii

berupai penelaahnyai terhadapi dokumeni pribadi,i resmii kelembagaan,i refernsi-

referensii ataui peraturani (tulisani dani lainnyai yangi memilikii relefansii dengani

fokusi permasalahani penelitian).i Datai sekunderi dalami penelitiani inii

diperolehi darii literaturi buku-bukui dani datai yangi dikumpulkani darii

sejumlahi datai yangi tersediai secarai tertulisi yangi berupai datai gambarani



44

umumi Kabupateni Kampari sertai data-datai yangi laini menuruti penulisi dapati

melengkapii penelitiani inii nantinya.

F.i Tekniki Pengumpulani Datai

Adapuni tekiniki pengumpulani datai dalami penelitiani inii adalahi sebagaii

berikut:

a. Wawancara

Menuruti Riduwani (2009:29)i wawancarai yaitui suatui carai pengumpulani datai

yangi digunakani untuki memperolehi informasii langsungi darii sumbernya.i

Dalami penelitiani inii penulisi melakukani tanyai jawabi kepadai pihak-pihaki

terkaiti sepertii Kabid.i Pendidikani Menengahi i Dinasi Pendidikani Kabupateni

Kampari dani timi adiwiyatai sekolah,i dengani alasani sebagaii sumberi

informasii untuki memperolehi datai mengenaii pelaksanaani programi

Adiwiyata.

b. Kuisioner

Menuruti Usmani (2009:57)i kuisioneri yaitui pengumpulani datai dengani

menggunakani daftari pertanyaani secarai tertulisi yangi diajukani kepadai

respondeni baiki secarai langsungi maupuni tidaki langsungi untuki mendapatkani

informasii yangi diperlukan.i Dalami penelitiani inii lembarani pertanyaani

disebarkani kepadai Timi adiwiyatai sekolahi yangi terpilihi menjadii respondeni

untuki diisii berdasarkani alternatifi jawabani yangi ada.i Alasani diberikani padai

Timi Adiwiyatai Sekolahi karenai jumlahnyai yangi besari dani tidaki bisai

dilakukani wawancarai secarai langsungi secarai satui persatu.
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c. Observasi

Menuruti Usmani (2009:52)i tekniki observasii adalahi pengamatani dani

pencatatani yangi sistematisi terhadapi gejala-gejalai yangi diteliti.i Dalami

penelitiani inii dilakukani dengani carai pendekatani dani pengamatani langsungi

padai objeki penelitiani untuki memperolehi data-datai awali dani datai sekunderi

tentangi implementasii kebijakani Menterii Lingkungani Hidupi Nomori 05i

Tahuni 2013i tentangi Pedomani Pelaksanaani Programi Adiwiyatai Tingkati

Sekolahi Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampar.

d. Dokumentasi

Menuruti Riduwani (2009:31),i dokumentasii adalahi ditujukani untuki

memperolehi datai langsungi darii tempati penelitian,i meliputii buku-bukui yangi

relevan,i peraturan-peraturan,i laporani kegiatani dani datai yangi relevani

penelitian.i Dalami penelitiani inii digunakani untuki mendapatkani

mendapatkani konsepi teorii penelitiani ini.

G. Tekniki Analisisi Datai dani Ujii Hipotesis

Menuruti Arikuntoi (2006:235)i analisisi datai merupakani kegiatani yangi

dilakukani olehi penelitii setelahi datai terkumpul.i Analisai datai kuantitatifi adalahi

menggunakani datai statistik.i Dalami penelitiani inii setelahi datai berhasili

dikumpulkani melaluii tekniki pengumpulani data,i makai penelitii akani

mengelompokani sesuaii dengani jenisi data,i kemudiani akani diolahi dani dianalisisi

secarai deskriptif,i yaitu:i menggambarkani dani memaparkani datai yangi

berdasarkani kenyataani dilapangani antarai kondisii implementasii kebijakani
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Menterii Lingkungani Hidupi Nomori 05i Tahuni 2013i tentangi Pedomani

Pelaksanaani Programi Adiwiyatai Tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii

Kabupateni Kampari yangi seharusnyai dengani kenyataani yangi adai dilapangan.

H. Jadwali Penelitiani

Untuki dapati melihati jadwali penelitiani tentangi implementasii kebijakani

Menterii Lingkungani Hidupi Nomori 05i Tahuni 2013i tentangi Pedomani

Pelaksanaani Programi Adiwiyatai Tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii

Kabupateni Kampari dapati dilihati padai tabeli berikut:

Tabeli III.2:i Jadwali Waktui Kegiatani Penelitian.

No Keterangan
Bulani dani Minggui Tahuni 2019

Mar-Mei Juli Agustus September
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Pengajuani UP
2 Seminari UP
3 Perbaikani UP
4 Perbaikani Kuisioner
5 Pengurusani Rekomendasii

Penelitian
6 Penelitiani Lapangan
7 Penelitiani dani Analisisi

Data
8 Penyusunani Laporani

Penelitiani

9 Konsultasii Penelitian
10 Ujiani Skripsi
11 Repisii dani Pengesahani

Skripsi
12 Penggandaani sertai

Penyerahani Skripsi
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BABi IV

GAMBARANi UMUMi LOKASIi PENELITIAN

A.i Gambarani Umumi Kabupateni Kampar

1.i Sejarahi Singkati Kabupateni Kampari

Berdasarkani Surati Keputusani Gubernuri Militeri Sumaterai Tengahi

Nomor:10/GM/STE/49i tanggali 9i Nopemberi 1949,i Kabupateni Kampari

merupakani salahi satui Daerahi Tingkati IIi dii Provinsii Riaui yangi terdirii darii

Kawedanaani Palalawan,i Pasiri Pangarayan,i Bangkinangi dani Pekanbarui Luari

Kotai dengani ibui kotai Pekanbaru.i Kemudiani berdasarkani Undang-undangi No.i

12i tahuni 1956i ibukotai Kabupateni Kampari dipindahkani kei Bangkinangi dani

barui terlaksanai tanggali 6i Junii 1967.i

Ibukotai Kabupateni Kampari dipindahkani kei Bangkinangi berdasarkani

Undang-Undangi Nomori 12i tahuni 1956.i Adapuni faktor-faktori yangi mendukungi

pemindahani ibukotai Kabupateni Kampari kei Bangkinangi antarai lain:i

a. Pekanbarui sudahi menjadii ibukotai Provinsii Riau.i

b. Pekanbarui selaini menjadii ibukotai Provinsii jugai sudahi menjadii

Kotamadya.

c. Mengingati luasnyai daerahi Kabupateni Kampari sudahi sewajarnyai

ibukotai dipindahkani kei Bangkinangi gunai meningkatkani efisiensii

pengurusani pemerintahani dani meningkatkani pelayanani kepadai

masyarakat.

46
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d. Prospeki masai depani Kabupateni Kampari tidaki mungkini lagii dibinai

dengani baiki darii Pekanbaru.

e. Bangkinangi terletaki dii tengah-tengahi daerahi Kabupateni Kampar,i

yangi dapati dengani mudahi untuki melaksanakani pembinaani kei

seluruhi wilayahi kecamatani dani sebaliknya.i

2.i i Kondisii Geografii Kabupateni Kampar

a. Batasi dani luasi wilayahi

Sebagaii salahi satui darii duai belasi kabupaten/kotai dii Provinsii Riau,i

Kabupateni Kampari terdirii darii 21i kecamatani dani 250i desa/kelurahani dengani

luasi wilayahi keseluruhani mencapaii 1.128.928i Ha.i Secarai astronomisi terletaki

diantarai terletai antarai 01000’40”i Lintangi Utarai sampaii 00027’00”i Lintangi

Selatani dani 100028’30”i –101014’30”i Bujuri Timur.i Adapuni batas-i batasi

wilayahi sebagaii berikuti :

1) Sebelahi Utarai berbatasani dengani Kotai Pekanbarui dani Kabupateni

Siak.

2) Sebelahi Selatani berbatasani dengani KabupateniKampar.

3) Sebelah Barat berbatasani dengani Kabupateni Rokani Hului dani

Provinsii Sumaterai i iBarat.

4) Sebelahi Timuri berbatasani dengani Kabupateni Pelalawani dani

Kabupateni Siak.

Dii daerahi Kabupateni Kampari terdapati duai buahi sungaii besari dani

beberapai sungaii kecili yaitui :

1) Sungaii Kampari yangi panjangnyai ±i 413,5i kmi dengani kedalamani
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rata-ratai 7,7i mi i dengani lebari rata-ratai 143i meter.i Seluruhi bagiani

sungaii inii termasuki dalami Kabupateni Kampari yangi meliputii

Kecamatani XIIIi Kotoi Kampar,i Bangkinang,i Bangkinangi Barat,i

Kampar,i Siaki Hului dani Kampari Kiri.

2) Sungaii Siaki bagiani hului yaknii panjangnyai ±i 90i kmi dengani

kedalamani rata-ratai 8i -i 12i mi i yangi melintasii KecamataniTapung.

Sungai-sungaii besari yangi terdapati dii Kabupateni Kampari inii sebagiani

masihi berfungsii baiki sebagaii prasaranai perhubungan,i sumberi airi bersihi budii

dayai ikani maupuni sebagaii i sumberi i energii i listriki i (PLTAi Kotoi Panjang).

b. Topografi

Secarai topografis,i Kabupateni Kampari merupakani daerahi bergelombangi

dengani datarani rendah,i rawa-rawa,i datarani tinggii ataui perbukitani dani sedikiti

bergunungi dengani ketinggiani rata-ratai sekitari 1.000i meteri dii atasi permukaani

laut.i Kondisii inii memberikani keuntungani bagii Kabupateni Kampari untuki

menjadii daerahi pertanian.i Disampingi itu,i kondisii jenisi tanahi yangi adai dii

Kabupateni Kampari terdirii darii 5i (lima)i jenis,i yaitui tanahi jenisi organosoli dani

gleii humusi dengani bahani aluvial,i jenisi tanahi podsoliki merahi kuningi dengani

bahani induki batuani endapani dani beku,i dani jenisi tanahi podsoliki merahi kuningi

latosol,i litosoli dengani bahani induki batuani beku.i Teksturi tanahi yangi adai dii

Kabupateni Kampari padai umumnyai liati berpasiri dani lempungi pasir.

Kabupateni Kampari dengani luasi lahani sebesari 1.052.458i hektar,i

penggunaani tanahnyai dapati dibedakani menjadii tanahi untuki bangunani dani

halamani sekitarnya,i tegali kebun,i ladangi huma,i padangi rumput,i tambak,i kolam,i
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lahani sementarai tidaki diusahakan,i hutan,i perkebunan,i sawahi dani lainnya.i Darii

berbagaii jenisi tanahi yangi tersebar,i seluasi 6.845i digunakani untuki lahani sawah,i

dani 1.045.913i hektari merupakani lahani kering.i Padai umumnyai sebagiani besari

lahani keringi dimanfaatkani untuki usahai perkebunani seluasi 311.775i hektar.

c. Klimatologis

Kabupateni Kampari beriklimi tropisi yangi dipengaruhii olehi duai musimi

yaknii musimi hujani dani kemarau.i Kabupateni Kampari padai umumnyai beriklimi

tropis.i Temperaturi minimumi terjadii padai bulani Novemberi dani Desemberi

yaitui sebesari 210C.i Temperaturi maksimumi terjadii padai Julii dengani temperaturi

350C.i Jumlahi harii hujani dalami Tahuni 2016,i yangi terbanyaki adalahi disekitari i

Bangkinangi i Seberangi i dani i Kampari Kiri.i Padai Tahuni 2016,i jumlahi harii

hujani setahuni rata-ratai 256i hari.i Kondisii klimatologisi demikiani amati cocoki

dalami pengembangani berbagaii komoditii pertanian,i peternakan,i perikanani

dani beberapai jenisi komoditii perkebunan.i Dalami 5i (lima)i Tahuni

belakangani inii belumi menggambarkani terjadinyai kondisii ekstrimi padai

musimi hujani dani musimi kemarau.

d. Geologii dani KerawananiBencana

Kabupateni Kampari sebagaimanai sebagiani wilayahi Indonesiai terletaki

ditengah-tengahi Pulaui Sumatra.i Dimanai keadani alami sangati dipengaruhii

dengani curahi hujani yangi cukupi tinggi.i Kondisii geologisi tersebuti menyebabkani

Kabupateni Kampari kayai akani hasili tanahi dani pertaniani sekaligusi rawani

terhadapi bencanai alam.

Sedangkani darii segii kerawanani bencana,i Kabupateni Kampari memilikii
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ancamani bencanai longsori yangi cukupi tinggii dengani jumlahi lokasii sebanyaki

limai titik.i Titiki rawani longsori inii tersebari dii Desai Pulaui Gadang,i Desai

Merangin,i dani sepanjangi jalani perbatasani Sumbar-Riau.i kondisii tanahi tebingi

yangi terusi tergerusi air,i disepanjangi jalani sangati memungkinkani terjadinyai

longsor.i Bencanai i alami i lainnyai i yangi i perlui i diwaspadaii adalahi banjiri

dengani seringnyai meluapi airi Sungaii Kampar,i Sungaii Subayangi dani Sungaii

Tapungi dii Kabupateni Kampari yangi mengakibatkani terendamnyai sepertigai darii

jumlahi desai dii Kampar,i tepatnyai 82i desai darii 250i desai dani kelurahani dii

Kabupateni Kampar.i

Kondisii geologisi sepertii itui memberikani peluangi sekaligusi tantangani

bagii Kabupateni Kampari dalami pembangunani daerah.i Pengelolaani potensii

sumberdayai geologisi yangi berwawasani lingkungani sekaligusi mitigasii bencanai

alami dalami konsepi pembangunani berkelanjutani (sustainablei development)i

menjadii jawabani untuki dapati mengoptimalkani potensii sumberdayai geologisi

yangi dimilikii Kabupateni Kampar.

e. Daerahi Alirani Sungai

Kabupateni Kampari memilikii 2i Daerahi Alirani Sungaii (DAS)i yang i

besar i dani beberapai sungaii kecili yaitui Sungaii i Kampari i yangi i panjangnyai i

±413,5i kmi dengani kedalamani rata-ratai 7,7i i mi i dengani i lebari i rata-ratai i 143i

meter.i Seluruhi bagiani sungaii inii termasuki dalami Kabupateni Kampari yangi

meliputii Kecamatani XIIIi Kotoi Kampar,i Bangkinang,i Bangkinangi Barat,i

Kampar,i Siaki Hului dani Kampari Kiri.i Sungaii Siaki bagiani hului yaknii

panjangnyai ±i 90i kmi dengani kedalamani rata-ratai 8-12i mi yangi melintasii
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Kecamatani Tapung.i Sungai-sungaii besari i yangi i terdapati i dii Kabupateni

Kampari inii sebagiani masihi berfungsii baiki sebagaii prasaranai perhubungan,i

sumberi airi bersihi budii dayai ikani maupuni sebagaii i sumberi i energii i listriki i

(PLTAi i Kotoi Panjang).

Tingginyai sedimentasi,i berkurangnyai jumlahi dani debiti matai air,i sertai

semakini meluasnyai wilayahi bukaani dii bagiani hului DASi menunjukkani kondisii

DASi sebagiani besari mengalamii degradasii sehinggai upayai rehabilitasii

mendesaki dilakukan.

Tabeli IV.1i Daerahi Alirani Sungaii (DAS)i dii Kabupateni Kampar

No Namai DAS Panjang

1 Dasi Kampar
- Subi dasi Kamari Kanan
- Subi dasi Kampari Kiri

413,5i Km

2 Dasi Siaki bagiani Hulu
- Subi dasi Tapung 90i Km

Total 503,5i km

Sumber:i RTRWi Kampar

3.i Administratif

Kabupateni Kampari terbentuki sejaki tahuni 1956i berdasarkani UUi N0i 12i

tahuni 1956i dengani ibui kotai Bangkinang.i Padai awalnyai Kabupateni Kampari

terdirii darii 19i kecamatani dengani duai Pembantui Bupatii sesuaii dengani Surati

Keputusani Gubernuri Kepalai Daerahi Tingkati Ii Riaui Nomori :i KPTS.i

318VII1987i tanggali 17i Julii 1987.i Dengani diberlakukannyai Undangi Undangi

Nomori 53i Tahuni 1993i Junctoi Surati Keputusani Menterii Dalami Negerii Nomori

75i Tahuni 1999i tanggali 24i Desemberi 1999,i makai Kabupateni Kampari resmii

dimekarkani menjadii 3i Kabupaten,i yaitui Kabupateni Pelalawan,i Kabupateni
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Rokani Hului dani Kabupateni Kampar.i Sebagaii Kabupaten,i Kampari dikepalaii

olehi seorangi bupatii dengani satui orangi wakili bupati.i Padai tahuni 2014i

Kabupateni Kampari terdirii darii 21i kecamatani dani 250i desa/kelurahan.

Tabeli IV.2i Nama,i Luasi Wilayahi per-Kecamatani dani Jumlahi Kelurahan

Kecamatan Jumlahi Desa/
Kelurahan

Luasi Wilayahi (km2)
Administrasi Terbangun

Ha Ha
Kampari Kiri 20 118.128 2585,5
Kampari Kirii Hulu 24 850.00 1082,4
Kampari Kirii Hilir 8 44.367 376,92
Kampari Kirii Tengah 11 50.681 2653,75
Gunungi Sahilan 9 48.964 1052,73
XIIIi Kotoi Kampar 13 91.900 591
Kotoi Kampari Hulu 6 68.333 754
Kuok 9 41.888 7839,5
Salo 6 20.783 2212
Tapung 25 73.921 74,79
Tapungi Hulu 14 46.620 3264
Tapungi Hilir 16 87.325 2547
Bangkinangi Kota 4 93.770 2480
Bangkinangi 9 13.088 1878
Kampar 18 14.366 4611,29
Kampari Timur 9 11.805 1056,4
Rumbioi Jaya 7 76.920 798,65
Kampari Utara 8 19.462 1181,25
Tambang 17 53.298 2184,15
Siaki Hulu 12 98.707 10403
Perhentiani Raja 5 15.997 2139

Jumlah 1.090.323 51.765,33
Sumberi :i Kabupateni Kampari Dalami Angkai 2019

4.i Jumlahi Penduduk

Informasii jumlahi penduduki amati pentingi bagii pembangunani

daerahi mengingati penduduki merupakani subyeki sekaligusi obyeki

pembangunani itui sendiri.i Jumlahi penduduki Kabupateni Kampari Tahuni 2015i
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berjumlahi 793.005i jiwai yangi terdirii atasi 407.228i pendudki laki-lakii dani

385.777i jiwai penduduki perempuan.

Tabeli IV.3i Nama,i Luasi Wilayahi per-Kecamatani dani Jumlahi Kelurahan

No Kecamatan Jumlahi Penduduk

1 Kampari Kiri 29.987
2 Kampari Kirii Hulu 11.876
3 Kampari Kirii Hilir 11.462
4 Kampari Kirii Tengah 26.953
5 Gunungi Sahilan 19.736
6 XIIIi Kotoi Kampar 24.144
7 Kotoi Kampari Hulu 18.939
8 Kuok 25.186
9 Salo 25.954
10 Tapung 95.476
11 Tapungi Hulu 81.936
12 Tapungi Hilir 60.106
13 Bangkinangi Kota 39.773
14 Bangkinangi 33.043
15 Kampar 50.555
16 Kampari Timur 24.528
17 Rumbioi Jaya 17.292
18 Kampari Utara 17.242
19 Tambang 61.027
20 Siaki Hulu 100.253
21 Perhentiani Raja 17.637

Jumlah 793.005

Sumber:i Kabupateni Kampari Dalami Angkai 2019

5.i Pendidikan

Pendidikani mempunyaii peranani pentingi bagii suatui bangsai dani

merupakani suatui saranai untuki meningkatkani kecerdasani dani keterampilani

manusia.i Kualitasi sumberi dayai manusiai sangati tergantungi darii kualitasi

pendidikan.i Gunai meningkatkani kualitasi pendidikani inii dibutuhkani saranai

pendidikani dani penyediaani gurui yangi memadai.



55

Padai Kabupateni Kampari terdapati 451i SDi Negeri,i 73i SMPi Negeri,i 33i

SMAi Negerii dani 4i SMKi Negeri.i Datai jumlahi dani fasilitasi pendidikani yangi

tersediai dii Kabpateni Kampari tersajii padai tabeli dii bawahi inii :

Tabeli IV.4i Jumlahi Fasilitasi Pendidikani i yangi Tersediai dii Kabupateni Kampar
i

Namai Kecamatan
Jumlahi Fasilitasi Pendidikan
Umum Agama

SD SLTP SMA SMK MI MTs MA
Kampari Kiri 25 3 2 0 0 32 13
Kampari Kirii Hulu 29 8 1 0 0 0 0
Kampari Kirii Hilir 11 4 1 0 0 3 0
Kampari Kirii Tengah 18 2 1 0 3 11 3
Gunungi Sahilan 10 3 1 1 0 3 3
XIIIi Kotoi Kampar 19 3 2 1 3 17 4
i Kotoi Kampari Hulu 13 2 1 0 0 0 2
Kuok 20 3 2 0 0 13 13
Salo 14 2 1 0 0 16 4
Tapung 42 7 4 1 20 34 24
Tapungi Hulu 40 4 1 0 3 19 0
Tapungi Hilir 28 4 2 0 0 18 8
Bangkinangi Kota 20 2 2 1 0 11 9
Bangkinangi 22 3 1 0 0 31 22
Kampar 25 5 2 0 18 49 40
Kampari Timur 17 2 2 0 1 21 23
Rumbioi Jaya 12 4 1 0 0 4 10
Kampari Utara 16 2 1 0 0 34 9
Tambang 35 5 2 0 16 27 9
Siaki Hulu 25 3 2 0 0 14 3
Perhentiani Raja 10 2 1 0 0 23 5
Jumlah 451 73 33 4 64 380 204

Sumber:i Kabupateni Kampari Dalami Angkai 2019

B.i Gambarani Umumi Programi Adiwiyata

Tujuani programi Adiwiyatai adalahi menciptakani kondisii yangi baiki bagii

sekolahi untuki menjadii tempati pembelajarani dani penyadarani wargai sekolah.i

Diharapkani dikemudiani harii wargai sekolahi tersebuti dapati turuti
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bertanggungjawabi dalami upaya-upayai penyelamatani lingkungani hidupi dani

pembangunani berkelanjutan.

Kegiatani utamai programi Adiwiyatai adalahi mewujudkani kelembagaani

sekolahi yangi pedulii dani berbudayai lingkungani bagii sekolahi dasari dani

menengahi dii Indonesia.i Untuki mengembangkani programi dani kegiatani dalami

programi Adiwiyatai harusi berdasarkani norma-normai dasari dani berkehidupan.i

Normai dasari programi Adiwiyatai meliputii kebersamaan,i keterbukaan,i kejujuran,i

keadilan,i dani kelestariani fungsii lingkungani hidupi dani sumberi dayai alam.

Prinsip-prinsipi dasari yangi harusi diperhatikani dalami pelaksanaani

programi Adiwiyatai yaitui partisipasifi dani berkelanjutan.i Partisipatifi yangi

dimaksudi yaitui komunitasi sekolahi terlibati dalami manajemeni sekolah.i

Manajemeni sekolahi inii meliputii keseluruhani prosesi perencanaan,i pelaksanaani

dani evaluasii sesuaii tanggungi jawabi dani perani masing-masingi wargai sekolah.

Sedangkani yangi dimaksudi dengani berkelanjutani yaitui seluruhi kegiatani

harusi dilakukani secarai terencanai dani terusi menerusi secarai komprehensif.i

Programi Adiwiyatai merupakani programi yangi dibuati untuki mendorongi

terciptanyai pengetahuani dani kesadarani wargai sekolahi dalami upayai pelestariani

lingkungani hidup.i Sekolahi sebagaii lembagai jugai memilikii keuntungani apabilai

mengikutii programi Adiwiyata,i keuntungani tersebuti yaitu:

1. Meningkatkani efisiensii penggunaani danai operasionali sekolahi

melaluii penghematani dani pengurangani konsumsii darii berbagaii

sumberi dayai dani energi.
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2. Mendukungi percepatani pencapaiani 8i standari Nasionali Pendidikani

(isi,i proses,i kompetensii lulusan,i pendidiki dani tenagai pendidikan,i

saranai dani prasarana,i pengelolaani biaya,i dani penilaian)i

sebagaimanai diaturi dalami PPi No.19i tahuni 2006i tentangi Standari

Nasionali Pendidikan.

3. Menciptakani kebersamaani wargai sekolahi dani kondisii belajari

mengajari yangi lebihi nyamani dani kondusifi .

4. Menjadii tempati pembelajarani tentangi nilai-nilaii pemeliharaani dani

pengelolaani lingkungani hidupi yangi baiki dani benari bagii wargai

sekolahi dani masyarakati sekitar.

5. Meningkatkani upayai perlindungani dani pengelolaani lingkungani

hidupi melaluii kegiatani pengendaliani pencemaran,i pengendaliani

kerusakani dani pelestariani fungsii lingkungani dii sekolah.

1.i Pelaksanaani Programi Adiwiyata

Pelaksanaani programi Adiwiyatai terdirii darii timi Nasional,i Provinsi,i

Kabupaten/Kotai dani timi Sekolah.i Unsuri dani perani masing-masingi timi sepertii

tercantumi dibawahi ini;

1. Timi Nasional

Terdirii darii berbagaii unsuri sebagaii berikut:i Kementeriani Lingkungani

Hidupi (Koordinator),i Kementeriani Pendidikani Nasional,i Kementeriani

Dalami Negeri,i Kementriani Agama,i LSMi Pendidikani Lingkungan,i

Perguruani Tinggi,i Mediai sertai Swasta.i Timi tingkati Nasionali ditetapkani

melaluii Surati Keputusani Menterii Lingkungani Hidup.i
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Perani dani tugasi pokoki darii timi nasionali adalahi sebagaii berikut:

a. Mengembangkani kebijakan,i program,i panduan,i materii pembinaani

dani instrumeni observasi;

b. Melakukani Koordinasii dengani Pusati Pengelolaani Ekoregioni (PPE)i

dani Propinsi;

c. Melakukani Sosialisasii programi dengani Provinsi;

d. Melakukani Bimbingani teknisi kepadai Timi Provinsii dalami rangkai

pembinaani sekolah;

e. Menetapkani penghargaani sekolahi adiwiyatai tingkati nasional;

f. Melakukani Evaluasii dani pelaporani keterlaksanaani program

g. Adiwiyatai kepadai Menterii Lingkungani Hidupi tembusani kepadai

Menterii Pendidikani dani Kebudayaan.

2. Timi Provinsi

Terdirii darii berbagaii unsuri sebagaii berikut:i Badani Lingkungani Hidupi

Provinsii (Koordinator),i Dinasi Pendidikan,i Kanwili Agama,i LSMi

Pendidikani Lingkungan,i Mediai Massa,i Perguruani Tinggii sertai Swasta.i

Timi Propinsii ditetapkani melaluii Surati Keputusani Gubernur.i Perani dani

tugasi pokoki darii timi nasionali adalahi sebagaii berikut:

a. Mengembangkani programi Adiwiyatai tingkati Provinsi;

b. Koordinasii dengani Kabupten/Kota;

c. Melakukani Sosialisasii programi dengani Kabupten/Kota;

d. Bimbingani teknisi kepadai Kabupten/Kotai dalami rangkai pembinaani

sekolah;
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e. Membuati Piloti projeki 4i satuani pendidikani yangi berbedai (SD,i SMP,i

SMA,i SMK)i setiapi Provinsi;

f. Menetapkani penghargaani sekolahi adiwiyatai tingkati Provinsi;

g. Melakukani Evaluasii dani pelaporani keterlaksanaani program

h. Adiwiyatai kepadai Gubernuri tembusani kepadai Menterii Lingkungani

Hidup

3. Timi Kabupaten/Kota

Terdirii darii berbagaii unsuri sebagaii berikut:i Badani Lingkungani Hidupi

Kabupaten/Kotai (Koordinator),i Dinasi Pendidikan,i Kantori Agama,i LSMi

Pendidikani Lingkungan,i Mediai Massa,i Perguruani Tinggi,i Swastai

sekolahi Adiwiyatai Mandiri.i Timi Kabupateni ditetapkani melaluii Surati

Keputusani Bupati/Walikota.i Perani dani tugasi pokoki darii timi nasionali

adalahi sebagaii berikut:

a. Mengembangkan/melaksanakani programi Adiwiyatai tingkati

Kabupaten/Kota

b. Sosialisasii programi Adiwiyatai kepadai sekolah

c. Bimbingani teknisi kepadai sekolah

d. Membuati Piloti projeki 4i satuani pendidikani yangi berbedai (SD,i SMP,i

SMA,i SMK)i setiapi Kabupaten/Kota

e. Menetapkani penghargaani sekolahi adiwiyatai tingkati Kabupaten/Kota

f. Melakukani Evaluasii dani pelaporani keterlaksanaani programi

Adiwiyatai kepadai Bupati/Walikotai kepadai Badani Lingkungani

Hidupi Provinsi.
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4. Timi Sekolah

Terdirii darii berbagaii unsuri sebagaii berikut:i guru,i siswa,i dani komitei

sekolah.i Timi sekolahi dii tetapkani melaluii SKi Kepalai Sekolahi Perani dani

tugasi pokoki darii timi nasionali adalahi sebagaii berikut:

a. Mengkajii kondisii lingkungani hidupi sekolah,i kebijakani sekolah,i

kurikulumi sekolah,i kegiatani sekolah,i dani saranai dani prasarana

b. Membuati rencanai kerjai dani mengalokasikani anggarani sekolahi

berdasarkani hasili kajiani tersebuti diatas,i dani disesuaikani dengani

komponen,i standar,i dani implementasii adiwiyata

c. Melaksankani rencanai kerjai sekolah

d. Melakukani pemantauani dani evaluasi

e. Menyampaikani laporani kepadai Kepalai Sekolahi tembusani Badani

Lingkungani Hidupi Kabupaten/Kotai dani instansii terkait.

2.i i Komponeni dani Standari Adiwiyata

A. Kebijakani Sekolahi Berwawasani Lingkungan

1. KTSPi memuati kebijakani upayai perlindungani dani pengelolaani

lingkungani hidup

a. Visi,i misi,i dani tujuani sekolahi yangi tertuangi dalami KTSPi

memuati kebijakani perlindungani dani pengelolaani lingkungani

hidup

b. Strukturi kurikulumi memuati matai pelajarani wajib,i muatani lokal,i

pengembangani dirii terkaiti kebijakani perlindungani dani

pengelolaani lingkungani hidup
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c. Matai pelajarani wajibi dan/ataui muatani lokali yangi terkaiti

perlindungani dani pengelolaani lingkungani hidupi dilengkapii

dengani Ketuntasani minimali belajar

2. RKASi memuati programi dalami upayai perlindungani dani pengelolaani

lingkungani hidup.

Rencanai kegiatani dani anggarani sekolahi memuati upayai perlindungani

dani pengelolaani lingkungani hidup,i meliputii kesiswaan,i kurikulumi

dani kegiatani pembelajaran,i peningkatani kapasitasi pendidiki dani

tenagai kependidikan,i saranai dani prasarana,i budayai dani lingkungani

sekolah,i perani masyarakati dani kemitraan,i peningkatani dani

pengembangani mutu.

B. Pengembangani Kurikulumi Berbasisi Lingkungan

1. Tenagai pendidiki memilikii kompetensii dalami mengembangkani

kegiatani pembelajarani lingkungani hidup.

a. Menerapkani pendekatan,i strategi,i metode,i dani tekniki

pembelajarani yangi melibatkani pesertai didiki secarai aktifi dalami

pembelajaran.

b. Mengembangkani isui lokali dan/ataui isui globali sebagaii materii

pembelajarani lingkungani hidupi sesuaii dengani jenjangi pendidikan

c. Mengembangkani indikatori dani instrumeni penilaiani pembelajarani

lingkungani hidup.

d. Menyusuni rancangani pembelajarani yangi lengkap,i baiki untuki

kegiatani dii dalami kelas,i laboratorium,i maupuni dii luari kelas
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e. Mengikutsertakani orangi tuai pesertai didiki dani masyarakati dalami

programi pembelajarani lingkungani hidup.

f. Mengkomunikasikani hasil-hasili inovasii pembelajarani lingkungani

hidup.

g. Mengakaitkani pengetahuani konseptuali dani prosedurali dalami

pemecahani masalahi lingkungani hidup,i sertai penerapannyai dalami

kehidupani sehari-hari.

2. Pesertai didiki melakukani kegiatani pembelajarani tentangi

perlindungani dani pengelolaani lingkungani hidup

a. Menghasilkani karyai nyatai yangi berkaitani dengani pelestariani

fungsii lingkungani hidup,i mencegahi terjadinyai pencemarani dani

kerusakani lingkungani hidup

b. Menerapkani pengetahuani lingkungani hidupi yangi diperolehi

untuki memecahkani masalahi lingkungani hidupi dalami kehidupani

sehari-hari

c. Mengkomunikasikani hasili pembelajarani lingkungani hidupi

dengani berbagaii carai dani media

C. Kegiatani lingkungani berbasisi partisipatif

1. Melaksanakani kegiatani perlindungani dani pengelolaani lingkungani

hidupi yangi terencanai bagii wargai sekolah.

a. Memeliharai dani merawati gedungi dani lingkungani sekolahi olehi

wargai sekolah.
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b. Memanfaatkani lahani dani fasilitasi sekolahi sesuaii kaidahkaidahi

perlindungani dani pengelolaani lingkungani hidup.

c. Mengembangkani kegiatani ekstrakulikuleri yangi sesuaii dengani

upayai perlindungani dani pengelolaani lingkungani hidup.

d. Adanyai kreativitasi dani inovasii wargai sekolahi dalami upayai

perlindungani dani pengelolaani lingkungani hidup.

e. Mengikutii kegiatani aksii lingkungani hidupi yangi dilakukani olehi

pihaki luar.

2. Menjalini kemitraani dalami rangkai perlindungani dani pengelolaani

lingkungani hidupi dengani berbgaii pihaki antarai laini :i orangi tua,i

alumni,i komitei sekolah,i LSM,i media,i duniai usaha,i konsultan,i

instansii pemerintahi daerahi terkait,i sekolahi lain,i dll

a. Memanfaatkani narasumberi untuki meningkatkani pembelajarani

lingkungani hidup.

b. Mendapatkani dukungani dalami bentuki dukungani untuki kegiatani

yangi terkaiti dengani perlindungani dani pengelolaani lingkungani

hidup.

c. Meningkatkani perani komitei sekolahi dalami membanguni

kemitraani untuki pembelajarani lingkungani hidupi dani upayai

perlindungani dani pengelolaani lingkungani hidup.

d. Menjadii narasumberi dalami rangkai pembelajarani lingkungani

hidup.
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e. Memberikani dukungani kepadai masyarakat,i ataui sekolahi laini

untuki meningkatkani upayai perlindungani dani pengelolaani

lingkungani hidup.

D. Pengelolaani saranai pendukungi ramahi lingkungan

1. Ketersediaani saranai dani prasaranai yangi ramahi lingkungani hidup.

a. Menyediakani saranai prasaranai untuki mengatasii permasalahani

lingkungani hidupi dii sekolah.

b. Menyediakani saranai prasaranai untuki mendukungi pembelajarani

lingkungani hidupi dii sekolah.

2. Peningkatkani kualitasi pengelolaani dani pemanfaatani saranai dani

prasaranai yangi ramahi lingkungan.

a. Memeliharai saranai dani prasaranai sekolahi yangi ramahi

lingkungan.

b. Meningkatkani pengelolaani dani pemeliharaani fasilitasi sanitasii

sekolah.

c. Memanfaatkani listrik,i air,i dani alati tulisi kantori secarai efisien.

d. Meningkatkani kualitasi layanani kantini sehati dani ramahi

lingkungan.
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BABi V

HASILi PENELITIANi DANi PEMBAHASAN

Dalami babi inii penulisi akani menyajikani data-datai yangi dii perolehi darii

hasili penelitian,i kemudiani dikemukakani analisisi tentangi pokoki pembahasani

mengenaii implementasii kebijakani Menterii Lingkungani Hidupi Nomori 05i Tahuni

2013i tentangi Pedomani Pelaksanaani Programi Adiwiyatai Tingkati Sekolahi

Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampar.i Darii penyebarani kuesioneri

diperolehi datai tentangi identitasi respondeni berdasarkani jenisi kelamin,i usia,i dani

pendidikani terakhir.i Selaini itui diperolehi jugai datai tentangi implementasii

kebijakani Menterii Lingkungani Hidupi Nomori 05i Tahuni 2013i tentangi Pedomani

Pelaksanaani Programi Adiwiyatai Tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii

Kabupateni Kampar.i Untuki memperolehi gambarani yangi lebihi jelasi darii datai

yangi telahi terkumpul,i dapati dilihati distribusii frekuensii dii bawahi ini:

A.i Identitasi Responden

Respondeni dii sinii adalahi orang-orangi yangi telahi dipilihi menjadii sampeli

penelitian.i Identitasi respondeni sangati bermanfaati dalami penelitian,i gunai untuki

mengetahuii latari belakangi responden.i Untuki lebihi jelasnyai dalami penelitiani

penulisi mengemukakani identitasi respondeni dari:

1. Jenisi Kelamin

Dalami penelitiani inii penulisi menemukani respondeni tidaki hanyai padai

satui golongani yaitui yangi berjenisi kelamini laki-lakii dani perempuan.i Hali inii

supayai adai keadilani terhadapi respondeni untuki memberi tanggapan/informasii
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kepadai penulisi lebihi lengkap.i Adapuni jenisi kelamini respondeni padai penelitiani

inii dapati dilihati padai tabeli dii bawahi ini:

Tabel.i V.1i Identitasi Respondeni Berdasarkani Jenisi Kelamin

No Jenisi Kelamin Frekwensi Persentasei %

1 Laki-laki 8 66.66
2 Perempuan 4 33.33

Jumlah 12 100

Sumber:i Datai olahani 2019.

Dengani melihati datai tabeli diatasi makai diketahuii jenisi kelamini

respondeni mayoritasi adalahi laki-lakii yaitui sebanyaki 8i orangi ataui 66.66i %i dani

perempuani sebanyaki 4i orangi ataui 33.33i %.

2. Umuri Responden

Tingkati umuri respondeni yangi dijadikani penelitiani itui berbeda-beda.i Hali

inii berpengaruhi kepadai tingkati pemahamani terhadapi informasii yangi penulisi

dapatkan.i Adapuni tingkatani umuri respondeni padai penelitiani inii dapati dilihati

padai tabeli dii bawahi ini:

Tabel.i V.2i Identitasi Respondeni Berdasarkani Umur

No Tingkati Umuri (Tahun) Frekwensi (%)

1 30i -i 40 4 33.33
2 41i -i 50 5 41.66
3 51i -i 60 3 25.00
4 61i -i 70 - -

Jumlah 12 100i %

Sumber:i Datai olahani 2019.

Berdasarkani tabeli diatasi darii 12i respondeni yangi dii datai dapati diketahuii

bahwai respondeni terbanyaki adalahi berumuri 30-40i tahuni yaitui 4i orangi ataui

33.33i %,i kemudiani diikutii respondeni yangi berumuri 41-50i tahuni sebanyaki 5i



67

orangi ataui 41.66i %,i kemudiani diikutii respondeni yangi berumuri 51-60i tahuni

sebanyaki 3i orangi ataui 25i %i sedangkani respondeni yangi berumuri 61-70i tahuni

tidaki adai ataui 0%i

Berdasarkani identitasi respondeni menuruti tingkati umuri dapati dikatakani

bahwai sebahagiani besari respondeni yangi ditelitii dalami penelitiani inii tergolongi

usiai produktifi dani dewasai ataui matangi dalami berpikir,i sehinggai dianggapi

mampui memberikani data-datai dani informasii yangi dibutuhkan.

3. Tingkati Pendidikan

Tingkati pendidikani respondeni itui sangati mempengaruhii terhadapi

jawabani responden.i Karenai padai dasarnyai pemahamani dani pengetahuani itui

sangati penting,i tingkati pendidikani respondeni itui berbeda-bedai antarai satui

dengani lain.i Jikai adai yangi samai tingkati pendidikanyai puni tidaki samai dayai

pemahamani dani pengetahuan.i Adapuni tingkati pendidikani respondeni padai

penelitiani inii dapati dilihati padai tabeli dii bawahi ini:

Tabel.i V.3i Identitasi Respondeni Berdasarkani Tingkati Pendidikan

No Tingkati Pendidikan Frekwensi (%)

1 SLTA - -
2 D3 1 8.33
3 S1 10 83.33
4 S2 1 8.33

Jumlah 12 100i %

Sumber:i Datai olahani 2019

Darii datai dii atasi menunjukani bahwai mayorotasi respondeni memilikii

tingkati pendidikani S1i yaknii 10i orangi ataui 83.33i %,i kemudiani D3i sebanyaki 1i

orangi ataui 8.33i %,i S2i sebanyaki 1i orangi ataui 8.33i %i dani yangi memilikii

tingkati pendidikani SLTAi tidaki adai ataui 0i %.i
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B. Implementasii Kebijakani Menterii Lingkungani Hidupi Nomori 05i Tahuni

2013i tentangi Pedomani Pelaksanaani Programi Adiwiyatai Tingkati

Sekolahi Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampar.

Programi Adiwiyatai merupakani salahi satui programi Kementriani

Lingkungani Hidupi bersamai Kementeriani Pendidikani yangi pertamai melaluii

Peraturani Menterii Lingkungani Hidupi Nomori 2i Tahuni 2009i yangi kemudiani

direvisii menjadii Peraturani Menterii Lingkungani Hidupi Nomori 5i Tahuni 2013.i i

Adiwiyatai dicanangkani untuki mendorongi dani membentuki sekolah-sekolahi dii

Indonesiai agari dapati turuti melaksanakani upayai pemerintahi menujui pelestariani

lingkungani dani pembangunani berkelanjutani bagii kepentingani generasii

sekarangi maupuni yangi akani datang.i Programi Adiwiyatai merupakani langkahi

nyatai sebagaii kerjai samai Kementeriani Lingkungani Hidupi dani Kementeriani

Pendidikani untuki menciptakani pembangunani berwawasani lingkungani hidup.

Untuki mengetahuii implementasii kebijakani Menterii Lingkungani Hidupi

Nomori 05i Tahuni 2013i tentangi Pedomani Pelaksanaani Programi Adiwiyatai

Tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampar,i penulisi

menetapkani empati penilaiani dengani indikatori sebagaii berikut:

1. Komunikasi

2. Sumberi daya

3. Disposisi

4. Sturkturi birokrasi
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1.i Komunikasi

Komunikasii digunakani sebagaii upayai penyampaiani informasii darii

pembuati kebijakani kepadai pelaksanai kebijakan.i Informasii kebijakani publiki

perlui disampaikani kepadai pelakui kebijakani dapati mengetahui,i memahamii apai

yangi menjadii isi,i tujuan,i arah,i kelompoki sasarani kebijakani agari parai pelakui

kebijakani dapati mempersiapkani dengani benari apai yangi harusi dipersiapkani dani

lakukani untuki melaksanakani kebijakani publiki agari apai yangi menjadii tujuani

dani sasarani kebijakani dapati dicapaii sesuaii dengani yangi diharapkan.i Parai

implementori harusi secarai intensifi melakukani berbagaii carai untuki

mensosialisasikani tujuani dani manfaati darii pelaksanaani sebuahi kebijakani

(Winarno,i 2014:211).

Komunikasii sangati menentukani keberhasilani suatui pencapaiani tujuani

darii implementasii kebijakani Menterii Lingkungani Hidupi Nomori 05i Tahuni 2013i

tentangi Pedomani Pelaksanaani Programi Adiwiyatai Tingkati Sekolahi Menengahi

Pertamai dii Kabupateni Kampar,i salahi satui aspeki yangi perlui diperhatikani

adalahi berupai adanyai komunikasii yangi berjalani dengani baiki diantarai pihak-

pihaki yangi terkait,i apai yangi menjadii tujuani dani sasarani kebijakani

ditransmisikani (dikomunikasikan)i kepadai kelompoki sasarani (targeti group).i

Komunikasii dalami hali inii menyangkuti tentangi carai ataui upayai dalami prosesi

penyampaiani informasi,i selaini pentingnyai informasii sebagaii pendukungi dalami

komunikasi,i jugai diperlukani prosesi transmisii ataui penyampaiani informasi,i

kejelasani dani konsistensii atasi informasi.
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Penulisi menetapkani tigai penilaiani darii komunikasii pelaksanaani

programi adiwiyatai tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampar,i

yaitu:

1. Prosesi penyampaiani informasi

2. Kejelasani informasi

3. Konsistensii informasi

Untuki mengetahuii bagaimanai komunikasii pelaksanaani programi

adiwiyatai tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampari dapati

dilihati padai tabeli berikuti ini:

Tabeli V.4i Frekuensii Tanggapani Respondeni Tentangi Komunikasii Pelaksanaani

Programi Adiwiyata.

No Subi Indikator
Kategorii Pengukuran

Terlaksana Kurangi

Terlaksana
Tidaki

Terlaksana
Jumlah

1

2

3

Prosesi

penyampaiani

informasi

Kejelasani

informasi

Konsistensii

informasi

6
(50%)

5
(41.66%)

7
(58.33%)

4
(33.33%)

5
(41.66%)

4
(33.33%)

2
(16.66i %)

2
(16.66%)

1
(8.33%)

12
(100i %)

12
(100i %)

12
(100i %)

Jumlah 18 13 5 36
Rata-rata 6 4 2 12
Persentase 50i % 33.33i % 16.66i % 100i %

Sumber:i Datai Olahani Penelitiani 2019.

Berdasarkani Tabeli diatas,i dapati diketahuii tanggapani respondeni untuki

indikatori komunikasii pelaksanaani programi adiwiyatai tingkati Sekolahi

Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampari yangi dinilaii padai itemi pertamai yaitui

prosesi penyampaiani informasii programi Adiwiyatai Tingkati Sekolahi Menengahi
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Pertamai dii Kabupateni Kampari sebanyaki 6i orangi ataui 50i %i mengatakani

terlaksana,i sebanyaki i 4i orangi ataui 33.33i %i mengatakani kurangi terlaksanai dani

sebanyaki 2i orangi ataui 16.66i %i mengatakani tidaki terlaksana.i Dengani demikiani

kesimpulani sementarai terhadapi prosesi penyampaiani informasii programi

Adiwiyatai Tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampari dalami

kategorii kurangi terlaksana.

Padai itemi keduai yaitui kejelasani informasii programi Adiwiyatai Tingkati

Sekolahi Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampari sebanyaki 5i orangi ataui

41.66i %i mengatakani terlaksana,i sebanyaki i 5i orangi ataui 41.66i %i mengatakani

kurangi terlaksanai dani sebanyaki 2i orangi ataui 16.66i %i mengatakani tidaki

terlaksana.i Dengani demikiani kesimpulani sementarai terhadapi kejelasani

informasii programi Adiwiyatai Tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii

Kabupateni Kampari dalami kategorii kurangi terlaksana.

Padai itemi ketigai yaitui konsistensii informasii programi Adiwiyatai

Tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampari sebanyaki 7i orangi

ataui 58.33i %i mengatakani terlaksana,i sebanyaki i 4i orangi ataui 33.33i %i

mengatakani kurangi terlaksanai dani sebanyaki 1i orangi ataui 8.33i %i mengatakani

tidaki terlaksana.i Dengani demikiani kesimpulani sementarai terhadapi konsistensii

informasii programi Adiwiyatai Tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii

Kabupateni Kampari dalami kategorii kurangi terlaksana.

Dengani demikiani melaluii beberapai itemi yangi dinilaii berdasarkani

jawabani responden,i dapati diambili kesimpulani rata-ratai tanggapani respondeni

tentangi i komunikasii pelaksanaani programi adiwiyatai tingkati Sekolahi Menengahi
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Pertamai dii Kabupateni Kampari sebanyaki 6i orangi ataui 50i %i mengatakani

terlaksana,i sebanyaki 4i orangi ataui 33.33i %i mengatakani kurangi terlaksanai dani

sebanyaki 2i orangi ataui 16.66i %i mengatakani tidaki terlaksana.i Dengani demikiani

kesimpulani sementarai terhadapi komunikasii pelaksanaani programi adiwiyatai

tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampari dalami kategorii

kurangi terlaksana.

Berdasarkani wawancarai penulisi dengani Kabid.i Pendidikani Menengahi i

Dinasi Pendidikani Kabupateni Kampari mengenaii prosesi penyampaiani informasii

programi Adiwiyatai dii Kabupateni Kampar,i diperolehi informasii bahwa:

Waktui awali mengikutii programi Adiwiyatai seringi dilakukani sosialisasii

tentangi Adiwiyatai kepadai sekolah-sekolahi untuki guru,i karyawan,i siswai

selalui diingatkani dani diberikani pengarahani dani pemahamani mengenaii

programi Adiwiyatai inii (hasili wawancarai tanggali 23i Agustusi 2019)

Berdasarkani wawancarai penulisi dengani Kepalai Sekolahi SMPNi 1i

Kampari Kirii Tengahi mengenaii prosesi penyampaiani informasii programi

Adiwiyata,i diperolehi informasii bahwa:

Informasii programi inii cukupi jelas.i Semuai wargai sekolahi gurui maupuni

siswai dii SMPNi 1i Kampari Kirii Tengahi inii sudahi mengetahuii tentangi

kebijakani ini,i kamii selakui i Kepalai Sekolahi bertugasi melakukani

sosialisasii kepadai seluruhi wargai sekolahi (hasili wawancarai tanggali 26i

Agustusi 2019)

Darii berbagaii pernyataani dii atasi dapati disimpulkani bahwai penyampaiani

mengenaii kebijakani programi Adiwiyatai dii Kabupateni Kampari telahi

disosialisasikani kepadai sekolah-sekolahi agari setiapi wargai sekolahi mengenali

adanyai programi Adiwiyatai dii Kabupateni Kampari sertai mengetahuii maksudi

dani tujuannya.
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Berdasarkani wawancarai penulisi dengani Kepalai Sekolahi SMPNi 1i

Bangkinangi mengenaii prosesi penyampaiani informasii programi Adiwiyatai

kepadai siswai diperolehi informasii bahwa:

Kamii selalui melakukani sosialisasii ataui penyampaiani informasii tentangi

programi adiwiyatai inii kepadai siswa,i semisali waktui upacara.i Tujuannyai

sebenarnyai untuki menciptakani siswai mempunyaii rasai cintai terhadapi

alam,i dani siswai dapati melestarikani alam,i menjagai bumii (hasili

wawancarai tanggali 27i Agustusi 2019).

Berdasarkani wawancarai penulisi dengani beberapai orangi siswai SMPNi 1i

Bangkinangi mengenaii programi Adiwiyatai diperolehi informasii bahwa:

Iya,i kamii taui tentangi kebijakani ini,i seringi sekalii kepalai sekolahi dani

gurui melakukani sosialisasii mengenaii programi Adiwiyatai inii (hasili

wawancarai tanggali 27i Agustusi 2019).

Berdasarkani wawancarai penulisi dengani gurui SMPNi 1i Bangkinangi

mengenaii programi Adiwiyatai diperolehi informasii bahwa:

Pelaksanaani programi adiwiyatai inii kamii lakukani dalami bentuki

pengembangani kurikulumi berbasisi lingkungani yaitui i pembelajarani PLHi

diintegrasii padai matai pelajaran,i jadii semuai mapeli harusi memuati PLH.i
Jadii kurikulumi yangi terintegrasii tidaki berubah,i tetap.i Cumai

dilaksanakani adai poin-poinnyai itui ditambahkani materii lingkungannya.i
Sepertii halnyai membuati tema,i tetapi membuati temai tapii nantii olehi sii
gurui ditambahkani temanyai tentangi lingkungani hidupi (hasili wawancarai

tanggali 27i Agustusi 2019).

Darii beberapai pernyataani yangi telahi dijelaskani dapati diambili

kesimpulani bahwai prosesi penyampaiani informasii mengenaii programi adiwiyatai

inii telahi tersampaikani dengani baiki kepadai siswai maupuni gurui dani mampui

dipahamii olehi setiapi gurui dani siswa.i Hali inii memudahkani bagii sekolahi dalami

menjalankani kebijakani programi Adiwiyata.

Berdasarkani hasili observasii penulisi dii beberapai SMPi dii Kabupateni

Kampari diketahuii bahwai selamai ini,i informasii mengenaii pelaksanaani Programi
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Adiwiyatai memangi sudahi sangati jelasi dani dipahamii olehi seluruhi siswai dani

guru,i tapii konsistensii pelaksanaani programi adiwiyatai inii masihi kurang,i karenai

tidaki adanyai konsistensii akani pemberiani sanksii yangi jelasi dilakukani bagii

siswai dani gurui yangi tidaki melaksanakani programi ini.

Konsistensii atasi informasii yangi disampaikani diperlukani gunai

menghindarkani kebingungani diantari pihak-pihaki yangi terkaiti dalami

pelaksanaannya.i Begitupuni dengani pelaksanaani programi adiwiyatai inii sangati

dituntuti adanyai konsistensii informasii namuni jikai terjadii perubahan,i secarai

otomatisi informasii jugai ikuti berubah.

Berdasarkani uraiani baiki darii datai kuisioner,i hasili wawancara,i observasii

dani dokumentasii makai penulisi menariki kesimpulani bahwai komunikasii

pelaksanaani programi adiwiyatai tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii

Kabupateni Kampari yangi dinilaii darii beberapai indikatori yaitu:i prosesi

penyampaiani informasi,i kejelasani informasi,i konsistensii informasii sebagiani

itemi yangi dinilaii dapati digolongkani kedalami kategorii kurangi terlaksana.

2.i Sumberi Daya

Sumberdayai adalahi faktori pentingi untuki efektifitasi implementasii

kebijakan.i Sumberdayai dapati berwujudi sumberdayai manusiai yangi meliputii

kompetensii implementor,i dani sumberdayai finansial.i Kekurangani sumberdayai i

dalami implementasii kebijakani akani mengakibatkani implementasii kebijakani

tidaki berjalani efektifi meskipuni isii kebijakani sudahi dikomunikasikani secarai

jelasi dani konsisten.i Tanpai sumberi daya,i kebijakani hanyalahi sebuahi kertasi

dokumen.
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Penulisi menetapkani duai penilaiani darii sumberi dayai pelaksanaani

programi adiwiyatai tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampar,i

yaitu:

1. Kuantitasi pelaksana

2. Kualitasi pelaksana

Untuki mengetahuii bagaimanai sumberi dayai pelaksanaani programi

adiwiyatai tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampari dapati

dilihati padai tabeli berikuti ini:

Tabeli V.5i Frekuensii Tanggapani Respondeni Tentangi Sumberi Dayai Pelaksanaani

Programi Adiwiyata.

No Subi Indikator
Kategorii Pengukuran

Terlaksana Kurangi

Terlaksana
Tidaki

Terlaksana
Jumlah

1

2

Kuantitasi

pelaksana

Kualitasi

pelaksana

3
(25i %)

5
(41.66%)

8
(66.66%)

4
(33.33%)

1
(8.33i %)

3
(25%)

12
(100i %)

12
(100i %)

Jumlah 8 12 4 24
Rata-rata 4 6 2 12
Persentase 33.33i % 50i % 16.66i % 100i %

Sumber:i Datai Olahani Penelitiani 2019.

Berdasarkani Tabeli diatas,i dapati diketahuii tanggapani respondeni untuki

indikatori sumberi dayai pelaksanaani programi adiwiyatai tingkati Sekolahi

Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampari yangi dinilaii padai itemi pertamai yaitui

kuantitasi pelaksanai programi Adiwiyatai Tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii

Kabupateni Kampari sebanyaki 3i orangi ataui 25i %i mengatakani terlaksana,i

sebanyaki i 8i orangi ataui 66.66i %i mengatakani kurangi terlaksanai dani sebanyaki 1i

orangi ataui 8.33i %i mengatakani tidaki terlaksana.i Dengani demikiani kesimpulani
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sementarai terhadapi kuantitasi pelaksanai programi Adiwiyatai Tingkati Sekolahi

Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampari dalami kategorii kurangi terlaksana.

Padai itemi keduai yaitui kualitasi pelaksanai programi Adiwiyatai Tingkati

Sekolahi Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampari sebanyaki 5i orangi ataui

41.66i %i mengatakani terlaksana,i sebanyaki i 4i orangi ataui 33.33i %i mengatakani

kurangi terlaksanai dani sebanyaki 3i orangi ataui 25i %i mengatakani tidaki

terlaksana.i Dengani demikiani kesimpulani sementarai terhadapi kualitasi pelaksanai

programi Adiwiyatai Tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampari

dalami kategorii kurangi terlaksana.

Dengani demikiani melaluii beberapai itemi yangi dinilaii berdasarkani

jawabani responden,i dapati diambili kesimpulani rata-ratai tanggapani respondeni

tentangi i sumberi dayai pelaksanaani programi adiwiyatai tingkati Sekolahi

Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampari sebanyaki 4i orangi ataui 33.33i %i

mengatakani terlaksana,i sebanyaki 6i orangi ataui 50i %i mengatakani kurangi

terlaksanai dani sebanyaki 2i orangi ataui 16.66i %i mengatakani tidaki terlaksana.i

Dengani demikiani kesimpulani sementarai terhadapi sumberi dayai pelaksanaani

programi adiwiyatai tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampari

dalami kategorii kurangi terlaksana.

Berdasarkani wawancarai penulisi dengani Kabid.i Pendidikani Menengahi i

Dinasi Pendidikani Kabupateni Kampari mengenaii sumberi dayai pelaksanaani

programi Adiwiyatai dii Kabupateni Kampar,i diperolehi informasii bahwa:

Sumberi dayai manusiai pengelolai programi adiwiyatai terdirii darii timi

penilai,i timi pembinai dani timi teknisi yangi terdirii darii penanggungi jawab,i
ketua,i sekretarisi dani anggota,i yangi masing-masingi memilikii tugasi dani
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memilikii perani pentingi dalami pelaksanaani programi adiwiyatai dii

Kabupateni Kampari (hasili wawancarai tanggali 23i Agustusi 2019)

Berdasarkani wawancarai penulisi dengani Kepalai Sekolahi SMPNi 1i Kuoki

mengenaii sumberi dayai pelaksanaani programi Adiwiyata,i diperolehi informasii

bahwa:

Kalaui untuki dii SMPNi 1i Kuok,i kamii membentuki timi pengelolai khususi

itui namanyai Timi Adiwiyata,i timi itui terdapati penanggungi jawabi yaitui

kepalai sekolah,i ketuai tim,i dani koordinatori semuanyai berperani petingi

dani harusi terlibati (hasili wawancarai tanggali 27i Agustusi 2019)

Darii pernyataani dapati disimpulkani bahwai dii SMPNi 1i Kuoki timi khususi

dalami pengelolaani lingkungani adalahi Timi Adiwiyatai yangi terdirii darii

penanggungi jawab,i komitei sekolah,i koordinator,i dani anggota-anggotai memilikii

tugasi masing-masingi dani memilikii perani pentingi dalami programi adiwiyata.

Berdasarkani wawancarai penulisi dengani gurui SMPNi 1i Kuoki mengenaii

sumberi dayai pelaksanaani programi Adiwiyata,i diperolehi informasii bahwa:

Sumberi dayai pelaksanaani programi Adiwiyatai dii SMPNi Kuoki inii sudahi

memadaii (hasili wawancarai tanggali 27i Agustusi 2019)

Selaini jumlahi pelaksanai yangi memadaii jugai diperlukani adanyai

pelaksanai yangi kompeteni dalami menjalankani programi tersebut,i karenai apabilai

jumlahi pelaksanai telahi mencukupi,i namuni tanpai diimbangii dengani kemampuani

ataui keahliani dalami menjalankani program,i makai dalami prosesi pelaksanaannyai

tidaki dapati berjalani dengani maksimal.i Ketersediaani sumberi dayai manusiai

yangi terampili merupakani hali yangi sangati pentingi agari pelaksanaani programi

ataui kebijakani lebihi efisieni dani efektif,i dimanai kadangkalai pelaksanaani suatui

kegiatani terhambati selaini karenai jumlahi pelaksanai yangi tidaki memadaii dani

jugai padai kurangnyai kualitasi sumberdayai manusiai sebagaii pelaksana.
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Berdasarkani hasili observasii penulisi dii beberapai SMPi dii Kabupateni

Kampari diketahuii bahwai sumberi dayai pelaksanaani programi adiwiyatai tingkati

Sekolahi Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampari secarai kuantitasi sudahi

memadaii karenai seluruhi wargai sekolahi ikuti terlibat,i namuni seecarai kualitasi

masihi kurang,i terutamai gurui dalami mengimplementasikani programi adiwiyatai

inii kei dalami matai pelajaran,i disebabkani jarangi sekalii mengikutii pelatihan.

Berdasarkani uraiani baiki darii datai kuisioner,i hasili wawancara,i observasii

dani dokumentasii makai penulisi menariki kesimpulani bahwai sumberi dayai

pelaksanaani programi adiwiyatai tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii

Kabupateni Kampari yangi dinilaii darii beberapai indikatori yaitu:i kuantitasi

pelaksana,i kualitasi pelaksanai sebagiani itemi yangi dinilaii dapati digolongkani

kedalami kategorii kurangi terlaksana,i karenai darii segii kualitasi masihi kurangi

memadai.

3.i Disposisi

Disposisii adalahi aspeki yangi berkaitani dengani bagaimanai sikapi dani

dukungani parai pelaksanai terhadapi programi ataui kebijakan.i Sikapi dani

dukungani sangati pentingi dalami prosesi implementasi,i karenai kesamaani

pandangani terhadapi apai yangi dikerjakani bersamai akani mempermudahi

pencapaiani tujuan.i Bilai parai pelaksanai ataui implementori kebijakani terpecahi

belahi dalami hali sikapi dani dukungani tersebuti makai apai yangi akani dicapaii darii

suatui kebijakani tidaki akani tercapaii secarai efektifi dani efisien,i karenai akani

menghadapaii banyaki rintangani dani kendalai darii aparati pelaksanai kebijakani itui

sendiri,i dimanai pelaksanaani programi ataui kebijakani kadangkalai bermasalahi
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apabilai pelaksanai yangi terkaiti didalamnyai tidaki dapati menjalankani programi

ataui kebijakani dengani baik.i Apabilai pelaksanai memilikii disposisii yangi baik,i

makai diai akani melaksanakani programi ataui kebijakani dengani baiki sepertii yangi

didinginkani olehi pembuati kebijakan,i sedangkani apabilai pelaksanai memilikii

sikapi yangi berbedai dengani pembuati kebijakan,i makai prosesi pelaksanaani suatui

programi ataui kebijakani jugai tidaki akani efektifi dani efisien.

Pentingnyai kesamaani pandangani terhadapi suatui programi yangi sedangi

dilaksanakani akani terlihati darii kesatuani arahi dani geraki darii parai pelaksanai

kebijakan.i Dengani adanyai kesamaani geraki dalami pelaksanaani kebijakan,i makai

diharapkani tujuani darii sebuahi kebijakani sebagaii sasarani yangi hendaki dicapaii

bukanlahi hanyai semata-matai sebuahi cita-citai melainkani merupakani sebuahi

kenyataan.i

Disposisii ataui sikapi daai pihaki dalami melaksanakani Programi Adiwiyatai

Tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampari yaknii berkaitani

dengani bagaimanai antusias,i respon,i dani dukungani yangi diberikani olehi parai

pihaki terhadapi programi adiwiyata.i Hali inii sangati mempengaruhii

keterlaksanaani program,i apabilai tidaki adai antusias,i respon,i dani dukungani

makai programi inii tidaki akani berhasili dani berjalani efektif.

Penulisi menetapkani duai penilaiani darii disposisii pelaksanaani programi

adiwiyatai tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampar,i yaitu:

1. Antusiasi pelaksana

2. Dukungani pelaksana
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Untuki mengetahuii bagaimanai disposisii pelaksanaani programi adiwiyatai

tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampari dapati dilihati padai

tabeli berikuti ini:

Tabeli V.6i Frekuensii Tanggapani Respondeni Tentangi Disposisii Pelaksanaani

Programi Adiwiyata.

No Subi Indikator
Kategorii Pengukuran

Terlaksana Kurangi

Terlaksana
Tidaki

Terlaksana
Jumlah

1

2

Antusiasi

pelaksana

Dukungani

pelaksana

8
(66.66i %)

6
(50i %)

3
(25i %)

4
(33.33%)

1
(8.33i %)

2
(16.66%)

12
(100i %)

12
(100i %)

Jumlah 14 7 3 24
Rata-rata 7 4 1 12
Persentase 58.33i % 33.33i % 8.33i % 100i %

Sumber:i Datai Olahani Penelitiani 2019.

Berdasarkani Tabeli diatas,i dapati diketahuii tanggapani respondeni untuki

indikatori disposisii pelaksanaani programi adiwiyatai tingkati Sekolahi Menengahi

Pertamai dii Kabupateni Kampari yangi dinilaii padai itemi pertamai yaitui antusiasi

pelaksanai programi Adiwiyatai Tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii

Kabupateni Kampari sebanyaki 8i orangi ataui 66.66i %i mengatakani terlaksana,i

sebanyaki i 3i orangi ataui 25i %i mengatakani kurangi terlaksanai dani sebanyaki 1i

orangi ataui 8.33i %i mengatakani tidaki terlaksana.i Dengani demikiani kesimpulani

sementarai terhadapi dukungani pelaksanai programi Adiwiyatai Tingkati Sekolahi

Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampari dalami kategorii kurangi terlaksana.

Padai itemi keduai yaitui dukungani pelaksanai programi Adiwiyatai Tingkati

Sekolahi Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampari sebanyaki 6i orangi ataui 50i

%i mengatakani terlaksana,i sebanyaki i 4i orangi ataui 33.33i %i mengatakani kurangi
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terlaksanai dani sebanyaki 2i orangi ataui 16.66i %i mengatakani tidaki terlaksana.i

Dengani demikiani kesimpulani sementarai terhadapi dukungani pelaksanai programi

Adiwiyatai Tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampari dalami

kategorii kurangi terlaksana.

Dengani demikiani melaluii beberapai itemi yangi dinilaii berdasarkani

jawabani responden,i dapati diambili kesimpulani rata-ratai tanggapani respondeni

tentangi i disposisii pelaksanaani programi adiwiyatai tingkati Sekolahi Menengahi

Pertamai dii Kabupateni Kampari sebanyaki 7i orangi ataui 58.33i %i mengatakani

terlaksana,i sebanyaki 4i orangi ataui 33.33i %i mengatakani kurangi terlaksanai dani

sebanyaki 1i orangi ataui 8.33i %i mengatakani tidaki terlaksana.i Dengani demikiani

kesimpulani sementarai terhadapi disposisii pelaksanaani programi adiwiyatai

tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampari dalami kategorii

kurangi terlaksana.

Berdasarkani wawancarai penulisi dengani Kabid.i Pendidikani Menengahi i

Dinasi Pendidikani Kabupateni Kampari mengenaii dukungani terhadapi programi

Adiwiyatai dii Kabupateni Kampar,i diperolehi informasii bahwa:

Sayai sangati mendukung,i dilihati darii artii Adii dani Wiyatai suatui tempati

pembelajarani yangi nyamani sertai kaitannyai dengani mengubahi perilakui

siswai dapati pedulii dengani lingkungani (hasili wawancarai tanggali 23i

Agustusi i 2019)

Berdasarkani wawancarai penulisi dengani Kepalai Sekolahi SMPNi 1i

Kampari Kirii Tengahi mengenaii dukungani terhadapi pelaksanani programi

Adiwiyata,i diperolehi informasii bahwa:

Sayai sangati mendukungi sekali,i pendidikani lingkungani hidupi itui kani

luasi aspeknyai bisai nantii kei Biologi.i Dii biologii lebihi kei menjagai



82

lingkungani ataui merawati lingkungani (hasili wawancarai tanggali 26i

Agustusi 2019)
Berdasarkani wawancarai penulisi dengani Kepalai Sekolahi SMPNi 1i

Bangkinangi mengenaii dukungani terhadapi pelaksanaani programi Adiwiyatai

kepadai siswai diperolehi informasii bahwa:

Kalaui sayai sangati mendukungi darii pelaksanaani programi Adiwiyatai dii

SMPNi 1i Bangkinangi ini,i selamai sayai bisai melaksanakani tugasi dengani

baiki (hasili wawancarai tanggali 27i Agustusi 2019).

Berdasarkani wawancarai penulisi dengani beberapai orangi siswai SMPNi 1i

Bangkinangi mengenaii dukungani terhadapi programi Adiwiyatai diperolehi

informasii bahwa:

Kamii mendukungi 100%i pelaksanaani programi Adiwiyatai dii sekolahi

kami,i karenai dilihati darii manfaati sekolahnyai jadii bagusi dani semuai

wargai sekolahi dilibatkani dalami programi inii (hasili wawancarai tanggali

27i Agustusi 2019).

Berdasarkani wawancarai penulisi dengani gurui SMPNi 1i Bangkinangi

mengenaii dukungani terhadapi programi Adiwiyatai diperolehi informasii bahwa:

Kamii kamii sangati mendukung,i karenai tujuani darii pprogrami inii sangati

baik,i dani manfaatnyai jugai untuki kitai semuai (hasili wawancarai tanggali

27i Agustusi 2019).

Berdasarkani hasili observasii penulisi dii beberapai SMPi dii Kabupateni

Kampari diketahuii bahwai selamai ini,i kepalai sekolah,i gurui dani siswai Pekanbarui

sangati mendukungi dalami pelaksanaani programi Adiwiyata.

Berdasarkani uraiani baiki darii datai kuisioner,i hasili wawancara,i observasii

dani dokumentasii makai penulisi menariki kesimpulani bahwai disposisii

pelaksanaani programi adiwiyatai tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii

Kabupateni Kampari yangi dinilaii darii beberapai indikatori yaitu:i antusiasi
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pelaksana,i dukungani pelaksanai sebagiani itemi yangi dinilaii dapati digolongkani

kedalami kategorii terlaksana.

4.i Strukturi Birokrasi

Indikatori keempati yangi mempengaruhii implementasii kebijakani publiki

adalahi strukturi birokrasi.i Walaupuni sumber-sumberi untuki melaksanakani suatui

kebijakani tersediai ataui parai pelaksanai kebijakani mengetahuii apai yangi

seharusnyai dilakukani dani mempunyaii keinginani untuki melaksanakani suatui

kebijakan,i kemungkinani kebijakani tersebuti tidaki dapati terlaksanai ataui

terealisasii karenai terdapatnyai kelemahani dalami strukturi birokrasi.i Kebijakani

yangi begitui kompleksi menuntuti adanyai kerjasamai banyaki orang,i ketikai

strukturi birokrasii tidaki kondusifi padai kebijakani yangi tersedia,i makai hali inii

akani mengebaiankani sumberdaya-sumberdayai menjadii tidaki efektifi dani

menghambati jalannyai kebijakan.i Birokrasii sebagaii pelaksanai sebuahi kebijakani

harusi dapati mendukungi kebijakani yangi telahi diputuskani secarai politiki dengani

jalani melakukani koordinasii dengani baik.

Penulisi menetapkani duai penilaiani darii sturkturi birokrasii pelaksanaani

programi adiwiyatai tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampar,i

yaitu:

1. SOP

2. Pragmentasi

Untuki mengetahuii bagaimanai strukturi birokrasii pelaksanaani programi

adiwiyatai tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampari dapati

dilihati padai tabeli berikuti ini:
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Tabeli V.7i Frekuensii Tanggapani Respondeni Tentangi Strukturi Birokrasii

Pelaksanaani Programi Adiwiyata.

No Subi Indikator
Kategorii Pengukuran

Terlaksana Kurangi

Terlaksana
Tidaki

Terlaksana
Jumlah

1

2

SOP

Pragmentasi

6
(50i %)

4
(33.33i %)

3
(25i %)

6
(50%)

3
(25i %)

2
(16.66%)

12
(100i %)

12
(100i %)

Jumlah 10 9 5 24
Rata-rata 5 5 2 12
Persentase 41.66i % 41.66i % 16.66i % 100i %

Sumber:i Datai Olahani Penelitiani 2019.

Berdasarkani Tabeli diatas,i dapati diketahuii tanggapani respondeni untuki

indikatori sturkturi birokrasii pelaksanaani programi adiwiyatai tingkati Sekolahi

Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampari yangi dinilaii padai itemi pertamai yaitui

standari operasionali proseduri programi Adiwiyatai Tingkati Sekolahi Menengahi

Pertamai dii Kabupateni Kampari sebanyaki 6i orangi ataui 50i %i mengatakani

terlaksana,i sebanyaki i 3i orangi ataui 25i %i mengatakani kurangi terlaksanai dani

sebanyaki 3i orangi ataui 25i %i mengatakani tidaki terlaksana.i Dengani demikiani

kesimpulani sementarai terhadapi standari operasionali proseduri programi

Adiwiyatai Tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampari dalami

kategorii kurangi terlaksana.

Padai itemi keduai yaitui koordinasii dani kerjasamai parai pihaki yangi terkaiti

dalami programi Adiwiyatai Tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii Kabupateni

Kampari sebanyaki 4i orangi ataui 33.33i %i mengatakani terlaksana,i sebanyaki i 6i

orangi ataui 50i %i mengatakani kurangi terlaksanai dani sebanyaki 2i orangi ataui

16.66i %i mengatakani tidaki terlaksana.i Dengani demikiani kesimpulani sementarai
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terhadapi koordinasii dani kerjasamai parai pihaki yangi terkaiti dalami programi

Adiwiyatai Tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampari dalami

kategorii kurangi terlaksana.

Dengani demikiani melaluii beberapai itemi yangi dinilaii berdasarkani

jawabani responden,i dapati diambili kesimpulani rata-ratai tanggapani respondeni

tentangi i strukturi birokrasii pelaksanaani programi adiwiyatai tingkati Sekolahi

Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampari sebanyaki 5i orangi ataui 41.66i %i

mengatakani terlaksana,i sebanyaki 5i orangi ataui 41.66i %i mengatakani kurangi

terlaksanai dani sebanyaki 2i orangi ataui 16.66i %i mengatakani tidaki terlaksana.i

Dengani demikiani kesimpulani sementarai terhadapi strukturi birokrasii

pelaksanaani programi adiwiyatai tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii

Kabupateni Kampari dalami kategorii kurangi terlaksana.

Berdasarkani wawancarai penulisi dengani Kabid.i Pendidikani Menengahi i

Dinasi Pendidikani Kabupateni Kampar,i diperolehi informasii bahwa:

Pelaksanaani programi Adiwiyatai ini,i terdapati adanyai suatui aturani yangi

menjadii petunjuki pelaksanaan.i Jadii segalai sesuatunyai dilaksanakani

sesuaii aturani yangi sudahi diaturi sebelumnya,i namuni tidaki berartii parai

pelaksanai menjadii kakui dalami pelaksanaanyai (hasili wawancarai tanggali

23i Agustusi 2019)

Berdasarkani wawancarai penulisi dengani Kepalai Sekolahi SMPNi 1i

Kampari Kirii Tengahi mengenaii dukungani terhadapi pelaksanani programi

Adiwiyata,i diperolehi informasii bahwa:

Dii SMPNi 1i Kampari Kirii tengahi pengorganisasiani timi pengelolai

lingkungani yaitui Timi Adiwiyatai yaknii terdirii darii penanggungi jawabi

programi (Kepalai Sekolah),i ketua,i sekretaris,i bendahara,i koordinatori

kegiatani dani anggota-anggotai (hasili wawancarai tanggali 26i Agustusi

2019).
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Berdasarkani uraiani baiki darii datai kuisioner,i hasili wawancara,i observasii

dani dokumentasii makai penulisi menariki kesimpulani bahwai strukturi birokrasii i

pelaksanaani programi adiwiyatai tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii

Kabupateni Kampari yangi dinilaii darii beberapai indikatori yaitu:i SOPi dani

pragmentasii sebagiani itemi yangi dinilaii dapati digolongkani kedalami kategorii

terlaksana.

Darii analisai yangi telahi dilakukani diatasi makai dapati ditariki rekapitulasii

jawabani respondeni berikuti ini:

Tabeli V.8iRekapitulasii Tanggapani Respondeni Tentangi Implementasii Kebijakani

Menterii Lingkungani Hidupi Nomori 05i Tahuni 2013i tentangi

Pedomani Pelaksanaani Programi Adiwiyatai Tingkati Sekolahi

Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampar

No Subi Indikator
Kategorii Pengukuran

Terlaksana
Kurangi

Terlaksana
Tidaki

Terlaksana Jumlah

1

2

3

4

Komunikasi

Sumberi daya

Disposisi

Strukturi

birokrasii

6
(50i %)

4
(33.33%)

7
(58.33%)

5
(41.66%)

4
(33.33i %)

6
(50i %)

4
(33.33i %)

5
(41.66%)

2
(16.66i %)

2
(16.66%)

1
(8.33i %)

2
(16.66%)

12
(100i %)

12
(100i %)

12
(100i %)

12
(41.76%)

Jumlah 22 19 7 48
Rata-rata 5 5 2 12
Persentase 41.66i % 41.66i % 16.88i % 100i %

Sumber:i Olahani Penelitiani 2019.

Darii analisai padai tabeli V.8i diatasi dapati disimpulkani bahwai

implementasii kebijakani Menterii Lingkungani Hidupi Nomori 05i Tahuni 2013i

tentangi Pedomani Pelaksanaani Programi Adiwiyatai Tingkati Sekolahi Menengahi



87

Pertamai dii Kabupateni Kampari dapati dikategorikani “kurangi terlaksana”i dengani

rata-ratai jawabani sebanyaki 5i orangi ataui 41.66i %i mengatakani implementasii

kebijakani Menterii Lingkungani Hidupi Nomori 05i Tahuni 2013i tentangi Pedomani

Pelaksanaani Programi Adiwiyatai Tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii

Kabupateni Kampari terlaksana,i i sebanyaki 5i orangi ataui 41.66i %i mengatakani

implementasii kebijakani Menterii Lingkungani Hidupi Nomori 05i Tahuni 2013i

tentangi Pedomani Pelaksanaani Programi Adiwiyatai Tingkati Sekolahi Menengahi

Pertamai dii Kabupateni Kampari kurangi terlaksanai dani sebanyaki 2i orangi ataui

16.66i %i mengatakani implementasii kebijakani Menterii Lingkungani Hidupi

Nomori 05i Tahuni 2013i tentangi Pedomani Pelaksanaani Programi Adiwiyatai

Tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampari tidaki terlaksana.

Berdasarkani analisisi hasili akhiri penelitiani ini,i secarai keseluruhani

menunjukkani bahwai implementasii kebijakani Menterii Lingkungani Hidupi

Nomori 05i Tahuni 2013i tentangi Pedomani Pelaksanaani Programi Adiwiyatai

Tingkati Sekolahi Menengahi Pertamai dii Kabupateni Kampari kurangi terlaksana.i

Hali inii dapati dilihati darii hasili rekapitulasii tanggapani darii respondeni tentangi

implementasii kebijakani Menterii Lingkungani Hidupi Nomori 05i Tahuni 2013i

tentangi Pedomani Pelaksanaani Programi Adiwiyatai Tingkati Sekolahi Menengahi

Pertamai dii Kabupateni Kampari darii subi indikatori komuniasii dalami kategorii

pengukurani kurangi terlaksana,i sumberi dayai dalami kategorii pengukurani kurangi

terlaksana,i disposisii dalami katerii kurangi terlaksanai dani strukturi birokrasii jugai

dalami kategorii kurangi terlaksana.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat

disimpulkan bahwa: implementasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor

05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat

Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar kurang terlaksana. Hal ini

dapat dilihat dari hasil rekapitulasi tanggapan dari responden tentang

implementasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013

tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah

Pertama di Kabupaten Kampar dari sub indikator komuniasi dalam kategori

pengukuran kurang terlaksana, sumber daya dalam kategori pengukuran kurang

terlaksana, disposisi dalam kateri kurang terlaksana dan struktur birokrasi juga

dalam kategori kurang terlaksana.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai

berikut:

1) Bagi dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, dengan adanya penelitian ini

diharapkan mampu mengevaluasi pelaksanaan program Adiwiyata agar di

masa mendatang pelaksanaan program Adiwiyata ini dapat berjalan lebih

baik.
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2) Kepada pihak sekolah agar terus bekerja sama karena memiliki peranan yang

sangat penting mencapai keberhasilan program adiwiyata.
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